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PECAHNYA KESULTANAN CIREBON DAN PENGARUHNYA 





Pecahnya Kesultanan Cirebon sangatlah berdampak pada kehidupan 
masyarakat di Cirebon, yaitu menyebabkan adanya perubahan dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah; (1) 
mengetahui gambaran menyeluruh tentang masa awal Kesultanan Cirebon; (2) 
mengetahui faktor pecahnya Kesultanan Cirebon; (3) mengetahui pengaruh 
pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap kehidupan politik dan ekonomi di 
Cirebon; (4) mengetahui pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap 
kehidupan sosial dan budaya di Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut 
Kuntowidjoyo, dengan tahapan (1) Pemilihan topik yaitu merupakan tahap untuk 
menentukan judul dengan pertimbangan tertentu. (2) Heuristik merupakan tahap 
mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder untuk diolah pada tahap 
selanjutnya. (3) Kritik sumber dilakukan untuk menguji keabsahan sumber sacara 
fisik maupun isi. (4) Interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan memahami 
sumber yang telah didapatkan. (5) Historiografi merupakan tahap penyusunan 
seluruh penelitian berdasarkan kaidah penulisan historis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan; (1) Cirebon menjadi sebuah kesultanan 
yang berdaulat penuh bermula dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 
memberhentikan pemberian upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Pasca 
Pemerintahan Panembahan Ratu II Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 pecah 
menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. (2) Pecahnya Kesultanan Cirebon 
diakibatkan adanya campur tangan Kesultanan Banten dan Mataram. Dua 
kekuatan ini ingin menguasai wilayah Cirebon dan Pelabuhan Cirebon yang 
letaknya strategis dalam jalur perdagangan internasional. (3) Pecahnya 
Kesultanan Cirebon berdampak pada perubahan politik dan ekonomi masyarakat 
Cirebon yaitu hilangnya kekuasaan politik sultan dalam memimpin Cirebon dan 
monopoli perdagangan oleh VOC baik ekspor maupun impor barang dagangan. 
(4) Perubahan juga terjadi dalam bidang sosial, yaitu maraknya perbudakan dan 
penjualan diri di Cirebon akibat kesengsaraan dan kemiskinan. Dalam bidang 
budaya adanya perubahan dalam sistem mata pencaharian masyarakat, sistem 
peralatan hidup dan teknologi, organisasi politik, agama dan kesenian Cirebon. 
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A. Latar Belakang 
Cirebon merupakan bagian dari wilayah administratif Jawa Barat. Secara 
teritorial, geografis Cirebon terletak di bibir pantai utara antara Jawa Barat dan 
Jawa Tengah.1 Cirebon berperan sebagai jembatan antara kebudayaan Jawa dan 
Sunda sehingga tercipta kebudayaan yang khas yaitu percampuran dua 
kebudayaan tersebut. Perpaduan dua kebudayaan ini yang membuat budaya 
Cirebon menjadi  unik dan khas. 
Berita tentang nama Cirebon disebutkan dalam perjalanan Tome Pires, 
seorang berkebangsaan Portugis yang pernah mengadakan pelayaran disepanjang 
pantai utara Jawa pada tahun 1531. Tome Pires menuliskan nama Cirebon dengan 
sebutan Chorobon, sedangkan sebutan oleh orang Belanda adalah Charabaon.2 
Cirebon disebut sebagai Puser Bumi oleh Wali Songo karena berada di tengah-
tengah Pulau Jawa dan oleh rakyatnya disebut Negara Gede yang akhirnya 
disebut Gerage.3 Dalam kitab Purwaka Tjaruban Nagari, Cirebon berasal dari 
kata Sarumban yang artinya pusat tempat percampuran penduduk dan berubah 
                                                             
1 Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiyah, Sejarah Kerajaan Tradisional 
Cirebon. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 5. 
 
2 Sobana Hardjasaputra dkk, Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga 
Pertengahan Abad ke-20). (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 
Barat, 2011), hlm. 19. 
 
3 Aria Tjarbon, “Purwaka Tjaruban Nagari”, a.b., P.S. Sulendraningrat, Purwaka 





menjadi Caruban yang akhirnya menjadi Carbon. Sebutan Carbon inilah yang 
akhirnya dikemudian hari berubah menjadi Cirebon.4 Cirebon berasal dari kata ci 
yang dalam bahasa sunda adalah singkatan dari cai berati air dan rebon yang 
artinya udang kecil. Ci dalam bahasa Cirebon lebih mengacu ke air sisa 
pembuatan terasi, sehingga Cirebon adalah air sisa pembuatan terasi dari rebon 
atau udang kecil.5 
Cirebon memiliki pelabuhan yang penting di pesisir utara Jawa untuk 
kegiatan pelayaran dan perdagangan di Nusantara6 maupun dengan bagian dunia 
lainnya.7 Pelabuhan Cirebon terlindungi dari terjangan ombak yang berasal dari 
arah utara. Hal ini dikarenakan posisinya terlindungi oleh Semenanjung 
Indramayu dan karang-karang di pantai sehingga pesisir Cirebon memiliki pantai 
yang landai. Jalan masuk untuk berlabuh ke pelabuhan ini berada disebelah timur 
atau utara muara Sungai Losari.8 Kondisi inilah yang  menjadikan pelabuhan 
Cirebon menjadi tempat singgah kapal-kapal dagang 
                                                             
4 Ibid. 
 
5 Sobana Hardjasaputra dkk, op.cit., hlm. 20. 
 
6 Istilah Nusantara digunakan untuk penyebutan nama Indonesia pada masa 
kerajaan. Istilah Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa dalam bahasa 
sanskerta berati pulau, tanah air sedangkan antara berati jarak, sela, selang, di tengah-
tengah dua benda. Jadi, Nusantara adalah pulau-pulau yang terletak antara Benua Asia 
dan Australia, diapit oleh dua lautan, lautan India dan Pasifik. Ahmad Syafi’i Ma’arif, 
Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Historis. 
(Bandung: Mizan, 2015), hlm. 55. 
 
7 Susanto Zuhdi, “Hubungan Pelabuhan Cirebon dengan Daerah Pedalaman: 
Suatu Kajian dalam Kerangka Perbandingan dengan Pelabuhan Cilacap 1880-1940”, 
dalam Susanto Zuhdi, Cirebon sebagai Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. 
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 90. 
 
8 J.J. Baggelaar, “De Haven van Cheribon”, dalam Molsbergen, E.C. Godee, 
Gedenkbook der Gemeente Cheribon 1906-1931. (Cheribon: De Staggemeente Cheribon, 





Pelabuhan Cirebon terletak di tengah-tengah jalur pelayaran Jalur Sutra9 di 
sepanjang pantai utara Jawa, sehingga letaknya strategis sebagai tempat untuk 
pemberhentian kapal guna mengambil berbagai perbekalan dan barang 
dagangan.10 Hal ini didukung juga dari adanya sungai-sungai di Cirebon yang 
menghubungkan daerah-daerah pedalaman ke pelabuhan. Ada beberapa sungai 
yang penting peranannya sebagai penghubung tersebut yaitu Sungai Cimanuk, 
Pekik, Kasunean dan Losari. 
Cirebon tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai dikarenakan pelabuhannya 
dapat dijadikan pangkalan para pelaut untuk membeli bekal seperti air tawar, 
beras, sayur-sayuran dan beberapa persediaan untuk perjalanan. Selain itu, 
Cirebon juga menjadi tempat penimbunan barang dagangan sehingga banyak 
pedagang yang menetap dan membuat pemukiman di sini. Cirebon tidak hanya 
didukung oleh pelabuhan saja akan tetapi Cirebon memiliki daerah dataran tinggi 
yang subur. Cirebon menjadi daerah penghasil beras yang sangat besar serta 
penghasil kayu dengan kualitas yang sangat bagus.11 Bahkan menurut Tome Pires, 
Cirebon merupakan penghasil beras yang berlimpah sehingga dapat diekspor 
                                                             
9 Jalur Sutra atau Silk Roads adalah nama salah satu program UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  atau organisasi pendidikan, 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa) dalam rangka World 
Decade for Cultural Development yang merupakan kajian antarbangsa dengan kegiatan-
kegiatan yang tersebar diberbagai negara. Cirebon merupakan salah satu pelabuhan 
bersejarah yang selama berabad-abad menghubungkan perdagangan internasional. Lapian 
dan Edi Sedyawati, “Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra”, dalam Susanto Zuhdi, 
Cirebon Sebagai Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996), hlm. 1. 
 
10 Singgih Tri Sulistiyono, “Dari Lemah Wungkuk Hingga Cheribon: Pasang 
Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX”, dalam Susanto Zuhdi, 
Cirebon Sebagai Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996), hlm. 114. 
 





sampai ke Malaka.12 Daerah pedalaman juga menghasilkan sayur-sayuran, buah-
buahan dan daging dari peternakan. Bahkan sejak abad ke-18 hingga ke-19 daerah 
pedalaman Cirebon menghasilkan tanaman kopi yang melimpah. 
Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan 
Pajajaran. Pada saat Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama 
Sunan Gunung Jati mendapatkan kedudukan selaku penguasa Cirebon untuk 
menggantikan Pangeran Cakrabuana, Cirebon melepaskan diri dari kekuasaan 
Kerajaan Pajajaran. Dengan adanya pemerintahan Sunan Gunung Jati, 
menandakan surutnya Kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat.13 Hal ini 
dikarenakan masyarakat Pajajaran banyak yang meninggalkan agama Hindu dan 
memeluk agama Islam. 
Pada tahun 1568 Sunan Gunung Jati meninggal dunia dan tahta kerajaan 
dipegang oleh Fatahillah. Fatahillah merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati 
dan raja kedua di Kerajaan Islam Cirebon. Sayangnya Fatahillah menjadi raja 
Cirebon  hanya dua tahun karena pada tahun 1570 meninggal dunia.14 Tahta 
Kerajaan Cirebon selanjutnya jatuh kepada Pangeran Emas yang bergelar 
Panembahan Ratu atau Panembahan Ratu I.  Panembahan Ratu I memerintah dari 
tahun 1570 sampai dengan 1649. Selanjutnya yang menjadi Raja Cirebon adalah 
pangeran Girilaya atau Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim dengan gelar 
Panembahan Adiningkusuma akan tetapi lebih dikenal dengan nama Panembahan 
Ratu II. Panembahan Ratu II merupakan raja terakhir Kerajaan Islam Cirebon, 
                                                             
12 R.A. Kern dan Hoesein Djajadiningrat, Masa Awal Kerajaan Cirebon. (Jakarta: 
Bhratara, 1974), hlm. 14. 
 
13 Paramita Abdurachman, Cerbon. (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 33. 
 





karena setelah Panembahan Ratu II meninggal pada tahun 1677 Kerajaan Islam 
Cirebon dibagi menjadi dua kesultanan.15 
Pada masa pemerintahan para penggati Sunan Gunung Jati, mulai terlihat 
adanya penurunan kekuatan Cirebon sebagai kerajaan Islam yang besar dan 
berpengaruh di Jawa Barat. Banyak negara luar yang ingin menguasai Cirebon, 
salah satu alasannya adalah keberadaan pelabuhannya yang penting dalam jalur 
perdagangan dunia. Hal ini yang menyebabkan Cirebon menjadi tempat perebutan 
tiga kekuasaan besar yaitu Mataram Islam, Kesultanan Banten dan Vereenigde 
Oost Indische Compagnie (VOC)16. Adanya campur tangan Mataram dan Banten 
terhadap Kerajaan Islam Cirebon membuat pecahnya kerajaan tersebut menjadi 2 
kesultanan yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Selanjutnya pada tahun 
1697 Kasepuhan pecah menjadi Kasepuhan dan Kacirebonan, hal ini tidak lain 
karena adanya campur tangan dari VOC. Kesultanan Kacirebonan hanya bertahan 
hingga tahun 1723 dan Cirebon kembali menjadi dua kesultanan. 
Pecahnya kesultanan Cirebon memberikan dampak tersendiri bagi 
keluarga sultan maupun masyarakat Cirebon. Konflik antar sultan untuk 
memperebutkan posisi teratas dalam sistem pemerintahan serta menginginkan 
daerah kekuasaan yang luas ternyata dimanfaatkan oleh VOC. VOC berusaha 
untuk menanamkan pengaruhnya dan menguasai secara utuh wilayah Cirebon. 
Hal ini tentu saja tidak terlepas dari keberadaan Cirebon yang cukup strategis 
                                                             
15 Ibid., hlm. 72. 
 
16 VOC atau Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur merupakan 
Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang terbentuk karena banyaknya persaingan 
perdagangan di Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa sehingga sangat 
merugikan Belanda. VOC didirikan pada tahun 1602 dari penggabungan enam 
perusahaan kecil. G.L. Balk, dkk., The Archives of the Dutch East India Company and the 





dalam jalur perdagangan internasional dan keberadaan daerah pedalaman yang 
subur untuk dijadikan wilayah pertanian. Pada akhirnya VOC berhasil menguasai 
Cirebon dan menjadikan sultan-sultan Cirebon sebagai bawahannya. Cirebon 
tidak lagi menjadi kesultanan yang merdeka dan berdaulat karena adanya kontrol 
VOC dalam setiap keputusan yang diambil oleh para sultan. 
Adanya campur tangan VOC dalam kesultanan di Cirebon memberikan 
perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat Cirebon. 
Perubahan tersebut tidak hanya berdampak positif melainkan ada juga yang 
berdampak negatif. Perubahan sangat terasa dalam bidang politik karena dengan 
adanya campur tangan VOC terhadap kesultanan menjadikan sultan-sultan 
Cirebon kehilangan eksistensi sebagai seorang sultan. 
Kajian tentang pecahnya Kesultanan Cirebon dan pengaruhnya terhadap 
masyarakat Cirebon tahun 1677-1752 merupakan sebuah kajian yang sangat 
menarik. Kejayaan yang telah dirintis oleh Sunan Gunung Jati hingga 
Panembahan Ratu II dengan singkat mengalami kemunduran dengan terpecahnya 
kesultanan Cirebon. Kajian yang menarik adalah bagaimana sebenarnya masa 
pemerintahan sultan-sultan Cirebon sebagai penggati raja-raja terdahulu dan 
bagaimana mereka menjalankan pemerintahannya di Cirebon hingga kejayaan dan 
eksistensi Kerajaan Islam Cirebon mengalami kemunduran. Alasan tersebut yang 
mendasari penulis mengambil judul Pecahnya Kesultanan Cirebon dan 
Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1677-1752. Penelitian ini 
diawali pada tahun 1677 yang didasarkan pada pecahnya Kesultanan Cirebon 
menjadi dua kesultanan yang dianggap sebagai awal dari kemunduran kesultanan 




dimana VOC mengeluarkan peraturan mengenai pergantian sultan sehingga 
berujung pada berkurangnya kekuasaan para sultan. Pembatasan waktu dalam 
penelitian ini tidaklah kaku, karena peristiwa sebelum tahun 1677 dan sesudah 
tahun 1752 sekilas juga dibahas dalam penelitian ini. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan judul diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Masa Awal Kesultanan Cirebon? 
2. Bagaimana Pecahnya Kesultanan Cirebon? 
3. Bagaimana Pengaruh Pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap Kehidupan 
Politik dan Ekonomi? 
4. Bagaimana Pengaruh Pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap Kehidupan 
Sosial dan Budaya? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
a. Melatih daya pikir secara kritis analisis, objektif serta ketajaman 
menganalisis fenomena-fenomena sejarah yang terjadi pada masa 
lampau. 
b. Sebagai sarana untuk menerapkan metodologi penelitian sejarah, 
sehingga mampu memperdalam wawasan kesejarahan dan 
menghasilkan karya sejarah yang objektif dan ilmiah. 






2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui gambaran menyeluruh tentang masa awal Kesultanan 
Cirebon. 
b. Mengetahui faktor pecahnya Kesultanan Cirebon. 
c. Mengetahui pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap 
kehidupan politik dan ekonomi di Cirebon. 
d. Mengetahui pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap 
kehidupan sosial dan budaya di Cirebon. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
a. Guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
b. Guna mengkaji lebih dalam tentang sejarah Cirebon. 
c. Untuk mengetahui pecahnya Kesultanan Cirebon dan pengaruhnya 
terhadap masyarakat Cirebon pada tahun 1677-1752. 
2. Bagi Pembaca 
a. Memberi gambaran mengenai masa awal Kesultanan Cirebon hingga 
terpecah menjadi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan. 
b. Memberi gambaran tentang pengaruh dari pecahnya Kesultanan 
Cirebon terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di 
Cirebon. 
c. Menambah wawasan pengetahuan pembaca sehingga dapat berpikir 





E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang 
menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.17 Kajian pustaka juga digunakan 
untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Setiap rumusan masalah memiliki 
kajian pustaka tersendiri dan akan dibahas satu-persatu. Penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. 
Melalui kajian pustaka, peneliti mendapatkan jawaban sementara masalah-
masalah yang yang diteliti. 
Rumusan masalah pertama adalah masa awal Kesultanan Cirebon. 
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, Cirebon merupakan Kerajaan 
Islam yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. 
Cirebon mempunyai pelabuhan yang letaknya sangat strategis bagi jalur 
perdagangan. Mengingat pada masa itu, jalur laut sangat berperan penting bagi 
perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan Cirebon diakui 
sangat berpengaruh bagi penyebaran agama Islam sehingga agama Islam 
mencapai puncak kejayaannya di Jawa Barat. 
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pustaka 
diantaranya, buku berjudul Sejarah Cirebon karya P.S. Sulendraningrat yang 
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini berisi tentang 
sejarah berdirinya Cirebon hingga menjadi sebuah Kerajaan Islam di Jawa Barat. 
Selain itu, digunakan juga buku Masa Awal Kerajaan Cirebon karya R.A. Kern 
dan Hoesein Djajaningrat terbitan Bhratara Jakarta pada tahun 1974. Buku ini 
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cukup lengkap untuk menggambarkan kondisi awal Kerajaan Islam Cirebon pada 
masa Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu II. 
Rumusan masalah kedua adalah pecahnya Kesultanan Cirebon. Pada tahun 
1677 Cirebon pecah menjadi dua kesultanan yaitu Kasepuhan dan Kanoman. 
Pecahnya Kesultanan Cirebon berawal dari adanya campur tangan Kesultanan 
Mataram dan Kesultanan Banten yang ingin menanamkan pengaruhnya dan 
menguasai daerah Cirebon. Adanya perpecahan kesultanan di Cirebon 
mengakibatkan sultan-sultan Cirebon saling berselisih untuk mendapatkan daerah 
kekuasaan. Kedaan ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memanfaatkan sultan-
sultan Cirebon untuk menanamkan pengaruhnya. Hingga akhirnya Kesultanan 
Kasepuhan terpecah menjadi dua yaitu Kasepuhan dan Kacirebonan, dan artinya 
di Cirebon terdapat tiga kesultanan. Pada tahun 1723 Kesultanan Kacirebonan 
dihapuskan sehingga di Cirebon kembali menjadi dua kesultanan.  
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pustaka 
karya Sobana Hardjasuptra yang diterbitkan di Bandung oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 dengan judul Cirebon 
dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20). Buku ini 
menjelaskan pengaruh Kesultanan Mataram dan Banten yang berusaha untuk 
menguasai Cirebon. Adanya pengaruh dua kekuatan tersebut membuat Cirebon 
terpecah menjadi dua kesultanan. Buku lainnya adalah Meninjau Sepintas 
Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809 karya Unang 
Sunardjo pada tahun 1983 terbitan Tarsito Bandung. Buku ini berisi tentang 
campur tangan Kesultanan Mataram dan Banten terhadap pemerintah Cirebon 




Rumusan masalah ketiga adalah pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon 
terhadap kehidupan politik dan ekonomi. Cirebon pada awalnya merupakan 
sebuah Kerajaan Islam yang besar dan berpengaruh di Jawa Barat. Raja memiliki 
kekuasaan yang mutlak sehingga kedudukan raja benar-benar sebagai seorang 
pemimpin yang memiliki daerah kekuasaan. Pada masa ini juga Cirebon memiliki 
perekonomian yang kuat yang bertumpu pada perdagangan dan pertanian. Namun 
pada saat Kesultanan Cirebon terpecah, sultan-sultan Cirebon hanyalah sebagai 
boneka dari VOC saja. Hal ini berdampak pula pada perekonomian Cirebon yang 
pada akhirnya dimonopoli oleh VOC. Kerjasama antar sultan dan VOC pertama 
kali ditandai dengan adanya perjanjian pada tanggal 7 januari 1681. Perjanjian 
Sultan-Sultan Cirebon dengan VOC terus berlanjut hingga VOC semakin kuat 
menanamkan pengaruhnya di Cirebon. 
Pustaka yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah ketiga 
adalah buku Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi 
Ilmiah karya Susanto Zuhdi dkk., yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Jakarta pada tahun 1996. Buku ini berisi tentang kondisi 
perekonomian Cirebon pada saat VOC mulai menguasai wilayah Cirebon. Pustaka 
lainnya adalah buku karya Unang Sunardjo yang berjudul Meninjau Sepintas 
Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809 terbitan Tarsito 
Bandung pada tahun 1983 yang berisi tentang kondisi politik dan ekonomi 
Cirebon ketika VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Cirebon. 
Rumusan masalah keempat adalah pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon 
terhadap kehidupan sosial dan Budaya. Adanya pengaruh VOC tidak berdampak 




sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya masyarakat Cirebon memang 
tidak terlalu nampak ketika adanya pengaruh VOC di Kesultanan Cirebon. 
Perubahan sosial dan budaya yang nampak hanyalah sedikit akan tetapi perlu 
dikaji untuk memberikan gambaran umumnya. 
Untuk menjawab rumusan masalah keempat digunakan pustaka yang sama 
yaitu Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20) 
karya Sobana Hardjasuptra. Buku ini juga berisi tentang keadaan sosial dan 
budaya masyarakat Cirebon ketika Kesultanan Cirebon terpecah. Pustaka lainnya 
adalah karya Paramita Abdurachman dengan judul Cerbon terbitan Sinar Harapan 
Jakarta pada tahun 1982. Buku ini berisi tentang keadaan sosial dan budaya 
masyarakat Cirebon. 
F. Historiografi yang Relevan 
Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi yang 
imajinatif melalui proses pengkajian dan menganalisis secara kritis rekaman dan 
peninggalan masa lampau. Penggunaan kajian teori dan historiografi yang relevan 
merupakan tahapan yang pokok dalam penulisan karya sejarah.18  Historiografi 
yang relevan adalah kajian historis terhadap suatu penelitian yang telah dilakukan 
oleh orang lain dengan mengangkat tema yang sama. Adanya historiografi yang 
relevan bertujuan sebagai pembanding serta bukti orisinalitas penulisan yang 
dilakukan oleh peneliti. 
Ada dua historiografi yang relevan dengan penelitian ini, pertama skripsi 
dengan judul Peranan Sunan Gunung Jati dalam Berdirinya Kesultanan Cirebon 
Tahun 1479-1568 dari Universitas Negeri Yogyakarta yang ditulis oleh Fajar 
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Gunawan tahun 2010. Skripsi tersebut membahas tentang peranan Sunan Gunung 
Jati dalam mendirikan Kesultanan Cirebon hingga akhir dari pemerintahannya. 
Ada kesamaan pembahasaan dengan penelitian penulis yaitu pada pembahasan 
tentang sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon. Penelitian ini juga mempunyai 
perbedaan, selain periode penelitian yang berbeda, penulis juga lebih menekankan 
pada kondisi Cirebon pasca pemerintahan Gunung Jati yaitu ketika Kesultanan 
Cirebon pecah menjadi tiga kesultanan hingga mempermudah adanya tipu daya 
VOC terhadap sultan-sultan Cirebon. Kondisi ini mempengaruhi kehidupan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Cirebon. 
Historiografi yang relevan lainnya adalah tesis karya Zaenal Masduqi 
tahun 2010 dari Universitas Gadjah Mada berjudul Pemerintahan Cirebon (1906-
1942). Tesis ini membahas tentang perkembangan pemerintahan di Cirebon ketika 
dijadikan Gemeente berdasarkan surat keputusan gubernur jenderal pada tahun 
1906. Tesis ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas pemerintahan 
di Cirebon akan tetapi berbeda periode. Penulis mengambil pada periode 1677 
hingga 1752 sedangkan tesis dari Zaenal periodenya adalah 1906 hingga 1942. 
G. Metode Penelitian 
Metode merupakan prosedur atau teknik yang sistematis dalam suatu 
penelitian untuk mendapatkan objek atau bahan yang diteliti.19 Metode sangat 
penting dalam penelitian sejarah karena dapat merekontruksi dan menganalisa 
peninggalan-peninggalan masa lampau. Metode penelitian sejarah merupakan 
aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, 
menilainya secara kritis serta mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai 
                                                             





dalam bentuk tulisan.20 Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut 
Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik, 
pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan 
penulisan (historiografi).21 
1. Pemilihan Topik 
Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. 
Pemilihan topik adalah menentukan peristiwa yang akan dikaji. Menurut 
Kuntowijoyo, topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan 
intelektual.22 Penulis memilih judul Pecahnya Kesultanan Cirebon dan 
Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1677-1752, dikarenakan 
secara kedekatan emosional penulis berasal dari daerah Cirebon. Hal ini yang 
menjadi faktor utama alasan penulis mengambil judul tersebut. Secara 
intelektual, penulis tertarik untuk mengkaji sejarah Cirebon karena adanya 
literatur yang pernah penulis baca pada saat kuliah sejarah Indonesia masa 
Islam. 
2. Heuristik 
Heuristik adalah pengumpulan sumber atau bukti sejarah untuk 
mendapatkan data-data sejarah. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini 
diperoleh dari berbagai tempat yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY), Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Perpustakaan 
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dan Laboratorium Pendidikan Sejarah FIS UNY, Perpustakaan Pusat 
Universitas Gadjah Mada (UGM), Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, 
Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan 400 Kota Cirebon, Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kota Cirebon, Perpustakaan Daerah kabupaten 
Cirebon, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional 
Republik Indonesia. Dari perpustakaan dan tempat lain tersebut didapat 
berbagai sumber. 
Menurut sifatnya sumber dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah kesaksian seseorang dengan mata 
kepalanya sendiri baik dengan pancaindera maupun alat mekanis yang 
selanjutnya disebut sebagai saksi pandangan mata.23 Sumber sejarah 
dicatat dan dilaporkan oleh partisipan yang mengalami langsung 
peristiwa sejarah. Peneliti hanya menemukan satu sumber primer yaitu 
naskah perjanjian antar sultan-sultan Cirebon dengan pihak VOC pada 7 
Januari 1681. Akses untuk melakukan penelitian di Cirebon baik di 
keraton ataupun perpustakaan Cirebon dan Badan Arsip daerah Cirebon 
sangat dibatasi sehingga peneliti agak terkendala untuk melakukan 
penelitian. Sumber tentang sejarah Cirebon ternyata sangat sedikit 
bahkan kajian sejarah Cirebon yang sudah diterbitkan hanya sebatas 
gambaran umum tentang Cirebon saja. Arsip tentang Cirebon dari tahun 
                                                             





1677-152 sangat terbatas dan kondisi arsip tersebut sudah rapuh sehingga 
sulit untuk dibaca. 
Arsip yang berhasil peneliti dapatkan yaitu, 
ANRI. Verdrag ofte Overeenkomst. 1681. 
b.   Sumber Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh 
pelaku sejarah yang menyaksikan langsung suatu peristiwa.24 Data 
sejarah ditulis oleh orang yang tidak menyaksikan sendiri suatu 
peristiwa. Sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
Ahmad Hamam Rochmani. (2010). Baluarti Keraton Kasepuhan 
Cirebon. Cirebon: Keraton Kasepuhan. 
 
Aria Tjarbon. “Purwaka Tjaruban Nagari”. a.b. P. S. Sulendraningrat. 
(1972). Purwaka Tjaruban Nagari. Jakarta: Bhratara. 
 
Dadan Wildan. (2012). Sunan Gunung Jati. Ciputat: Salima. 
 
Paramita Abdurachman. (1982). Cerbon. Jakarta: Sinar Harapan. 
 
P.S. Sulendraningrat. (1978). Sejarah Cirebon. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
R.A. Kern dan Hoesein Djajadiningrat. (1973). Masa Awal Kerajaan 
Cirebon. Jakarta: Bhratara. 
 
Susanto Zuhdi, dkk. (1996). Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: 
Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. 
 
Sobana Hardjasaputra, dkk. (2011). Cirebon dalam Lima Zaman (Abad 
ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20). Bandung: Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 
 
Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiah. (2001). Sejarah Kerajaan 
Tradisional Cirebon. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
                                                             





Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fak. Sastra UNPAD. (1991). Sejarah 
Cirebon Abad Ketujuh Belas. Bandung: Pemda Tk. I Provinsi 
Jawa Barat. 
 
Unang Sunardjo. (1983). Meninjau Sepintas Panggung Sejarah 
Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809. Bandung: Tarsito. 
 
3. Verifikasi 
Kritik sumber adalah uji validasi data-data sejarah yang berfungsi 
untuk menentukan keaslian dan kebenaran data sejarah tersebut. Kritik 
sumber terdiri dari kritik ekstern dan intern.25 Kritik ekstern merupakan 
langkah untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber. Kritik ekstern 
bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber yang meliputi penelitian 
terhadap bentuk sumber, waktu pembuatan serta penulis atau pengarang 
sumber tersebut. 
Kritik intern merupakan uji kebenaran mengenai informasi yang 
terkandung dalam suatu dokumen.26 Kritik intern bertujuan untuk  meneliti 
kebenaran isi sumber sejarah meliputi kritik terhadap isi, bahasa yang 
digunakan, situasi atau kondisi pada saat penulisan, serta gaya maupun ide. 
Berdasarkan jenis kertas, bahasa yang digunakan dan isi dari arsip 
yang penulis  dapatkan bisa diambil kesimpulan bahwa arsip yang diperoleh 
penulis merupakan sumber primer. Usia kertas dan rapuhnya kertas menjadi 
salah satu bukti bahwa sumber ini  merupakan sumber sezaman dengan judul 
yang diambil oleh peneliti. Selain itu, bahasa Belanda dan tulisan dengan 
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huruf Jawa kuno yang digunakan dalam sumber ini memperkuat bukti bahwa 
sumber ini dapat menjadi sumber primer bagi penulis. 
4. Interpretasi 
Interpretasi merupakan proses penafsiran data atau fakta sejarah dalam 
merekonstruksi realitas masa lampau.27 Interpretasi bertujuan untuk 
memberikan gambaran dalam memugar rekontruksi masa lampau. Fakta-fakta 
sejarah yang diperoleh melalui kritik ektern dan intern, selanjutnya 
dihubungkan menjadi kesatuan yang masuk akal. Penafsiran terhadap sumber 
sejarah dilakukan dengan tahap analisis dan sintesis. Melalui tahapan 
tersebut, sumber sejarah yang telah diinterpretasi diharapkan bisa menjadi 
suatu karya sejarah yang bersifat obyektif. 
5. Historiografi 
Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif tentang masa 
lampau berdasarkan data yang diperoleh.28 Historiografi adalah bagian inti 
dan tahap akhir dari penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber sejarah 
yang telah dianalisis serta diinterpretasi. 
H. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan 
penelitian. Pendekatan penelitian memberikan nuansa bagi perspektif pemahaman 
terhadap pemecahan masalah. Peristiwa dapat digambarkan melalui pendekatan, 
yaitu dari segi mana peristiwa itu dilihat, dimensi mana yang diperhatikan serta 
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unsur mana yang akan diungkapkan, dan sebagainya.29 Pendekatan di sini 
bertujuan untuk mengetahui dari aspek mana peneliti memandang suatu 
permasalahan. Maka untuk memperjelas dan mempertajam pengkajian masalah, 
pembahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada pendekatan politik, ekonomi, 
agama, sosiologi dan antropologi. 
1. Pendekatan Politik 
Politik merupakan sejarah masa kini sedangkan sejarah merupakan 
politik masa lampau.30 Politik berhubungan degan kegiatan negara dan 
pemerintahan. Pendekatan politik merupakan segala usaha, kegiatan manusia 
yang berhubungan dengan kekuasaan suatu negara, bertujuan untuk 
mempengaruhi, mengubah serta mempertahankan bentuk susunan 
masyarakat.31 
Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui kondisi politik yang 
terjadi pada masa pemerintahan sultan-sultan di Kesultanan Cirebon yaitu 
tahun 1677-1752. Dimana pada saat itu Cirebon mengalami banyak campur 
tangan dari Kesultanan Banten, Mataram dan VOC. Masa dimana 
pembabakan zaman baru untuk masyarakat Cirebon, pasca pecahnya 
Kerajaan Cirebon menjadi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman dan 
Kacirebonan. 
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30 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan 
Struktural). (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 331. 
 






2. Pendekatan Ekonomi 
Ekonomi menurut Albert Meyers adalah ilmu yang membahas tentang 
kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.32 Manusia berusaha untuk 
mencapai kemakmuran hidup sehingga kebutuhan manusia akan barang dan 
jasa tidak terbatas. Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep 
ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi.33 Hal ini berhubungan 
dengan sistem sosial dan stratifikasi yang mengungkap peristiwa keadaan 
ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum kaidahnya. Pendekatan ekonomi 
digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi pada awal berdirinya 
Kesultanan Cirebon hingga pecahnya Kesultanan Cirebon yang berpengaruh 
terhadap kondisi ekonomi di Cirebon. 
3. Pendekatan Agama 
Pendekatan agama adalah refleksi kritis serta sistematis yang 
dilakukan oleh penganutnya terhadap agamanya. Pendekatan agama 
dilakukan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan agama Islam 
karena Kesultanan Cirebon merupakan pusat Islamisasi di Jawa Barat. 
4. Pendekatan Sosiologi 
Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi merupakan ilmu tentang hubungan 
dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial.34 Sosiologi dapat 
digunakan untuk pendekatan dalam penelitian sosial. Penulis menggunakan 
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33 Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah  Sebagai Ilmu. (Jakarta: Bhatara, 1996), hlm. 
32. 
 





pendekatan sosilogi untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Cirebon 
serta konflik sosial antar sultan-sultan Cirebon. 
5. Pendekatan Antropologi 
Menurut Dadang Supardan antropologi adalah ilmu tentang manusia 
dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaan.35 
Pendekatan antropologi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
perubahan budaya masyarakat Cirebon pasca pecahnya Kesultanan Cirebon. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis untuk mempermudah 
penyusunan penelitian. Sistematika pembahasan akan disusun dalam enam bab, 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, 
tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode 
dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan.  
BAB II MASA AWAL KESULTANAN CIREBON 
Bab ini berisi tentang masa awal Kesultanan Cirebon ketika Cirebon dipimpin 
oleh Sunan Gunung Jati hingga Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan 
Ratu II. 
BAB III PECAHNYA KESULTANAN CIREBON  
Bab ini berisi tentang faktor yang menyebabkan pecahnya Kesultanan Cirebon 
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MASA AWAL KESULTANAN CIREBON 
 
A. Cirebon Pada Masa Pemerintahan Sunan Gunung Jati 
Cirebon pada awalnya merupakan pemukiman kecil dibawah kekuasaan 
Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang sebagai 
kuwu1 Cirebon membangun Keraton Pakungwati sekitar tahun 1452. 
Pembangunan keraton ini mengandung arti bahwa di Cirebon berlangsung 
pemerintahan lokal yang bercorak Islam.2 Hal ini dikarenakan Pangeran 
Cakrabuana telah memeluk agama Islam sehingga pangeran ingin lepas dari 
kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. 
Pangeran Cakrabuana menjadi kuwu Cirebon selama 32 tahun yaitu mulai 
dari tahun 1447 sampai dengan tahun 1479. Pada awal kedudukannya, Pangeran 
Cakrabuana mendapat gelar Sri Mangana karena dianggap sebagai raja kecil 
ketika Cirebon masih berada di bawah kekuasan Kerajaan Pajajaran.3 Pemberian 
gelar oleh raja Pajajaran dikarenakan Pangeran Cakrabuana masih berada di garis 
keturunan keluarga kerajaan serta sikap Pangeran Cakrabuana yang cukup loyal 
dan setia kepada Kerajaan Pajajaran.  
                                                             
1 Kuwu adalah kepala desa. Hingga saat ini pemakaian gelar kuwu masih 
digunakan untuk gelar Kepala Desa di daerah Cirebon. 
 
2 Sobana Hardjasaputra dkk, Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga 
Pertengahan Abad ke-20). (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 
Barat, 2011), hlm. 51. 
 
3 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fak. Sastra UNPAD, Sejarah Cirebon Abad 





Pangeran Cakrabuana merupakan perintis Kerajaan Islam Cirebon, akan 
tetapi belum berhasil menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman.4 Hal ini 
dikarenakan kekuatan Kerajaan Pajajaran masih cukup kuat sehingga Cirebon 
belum bisa melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran dan menjadi kerajaan yang 
merdeka. Pangeran Cakrabuana juga merupakan putra dari Raja Pajajaran yaitu 
Prabu Siliwangi sehingga dia tetap menghormati ayahnya. Hal inilah yang 
membuat Pangeran Cakrabuana tetap bertahan untuk setia menjadi bagian dari 
Kerajaan Pajajaran. 
Pangeran Cakrabuana mempunyai putri bernama Nyi Mas Pakungwati dari 
pernikahannya dengan Nyai Mas Endang Gelis. Pada tahun 1479 Nyi Mas 
Pakungwati menikah dengan Sunan Gunung Jati yang merupakan saudaranya 
sendiri.5 Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau 
anak dari adiknya yaitu Ratu Mas Rara Santang.6 Nyi Mas Pakungwati 
merupakan istri ketiga karena sebelumnya Sunan Gunung Jati telah menikah 
dengan Nyai Babadan dan Nyai Lara Bagdad alias Syarifah Bagdad.  
Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukannya sebagai kuwu Cirebon 
kepada Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 dan Sunan Gunung Jati mendapatkan 
gelar Susuhunan Jati atau Susuhunan Cirebon. Langkah pertama yang diambil 
oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi penguasa Cirebon adalah melepaskan diri 
dari Kerajaan Pajajaran dengan menghentikan pemberian upeti atau pajak berupa 
                                                             
4 Sobana Hardjasaputra dkk, op.cit., hlm. 51. 
 
5 P.S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1978), hlm. 74. 
 





garam dan terasi kepada Kerajaan Pajajaran. Peristiwa ini terjadi sekitar 12 Safar 
887 Hijriah atau 2 April 1482.7 Sejak berhentinya pemberian upeti inilah yang 
menjadikan Cirebon sebagai Kerajaan Islam yang merdeka dan otonom, tidak lagi 
berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. 
Tindakan Sunan Gunung Jati mendapatkan reaksi dari Raja Pajajaran 
dengan mengirimkan 60 prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Jagabaya untuk 
mendesak penguasa Cirebon menyerahkan upeti.8 Akan tetapi  usaha ini tidak 
berhasil, justru Tumenggung Jagabaya dan para prajurit menjadi pemeluk agama 
Islam dan menetap di Cirebon untuk mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. 
Tumenggung Jagabaya dan para prajurit menetap di Cirebon tanpa kembali lagi ke 
Pajajaran untuk menghadap raja. Mereka belajar agama Islam dan menjadi 
pasukan keamanan di Cirebon. 
Mendengar Tumenggung Jagabaya dan para prajurit memeluk Islam, Raja 
Pajajaran mempersiapkan penyerangan terhadap Cirebon. Penyerangan tersebut 
berhasil dicegah oleh purohita (pendeta tertinggi di Kerajaan), karena tidak 
sepantasnya raja menyerang anak dan cucunya sendiri.9 Anak yang dimaksud 
adalah Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, sedangkan cucunya 
adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berkat bujukan dari purohita, 
Raja Pajajaran mengurungkan niatnya untuk menyerang Kerajaan Islam Cirebon. 
                                                             
7 Sobana Hardjasaputra dkk, op.cit., hlm. 57. 
 
8 Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiyah, Sejarah Kerajaan Tradisonal Cirebon. 
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 26. 
 





Sebagai seorang raja dan wali, Sunan Gunung Jati sangat dihormati oleh 
rakyatnya karena bertindak secara adil dan bijaksana serta pelaksanaan 
kekuasaannya dilandasi oleh ajaran agama Islam. Hubungan antara pemerintah 
pusat dengan daerah berlangsung secara seba, yaitu pejabat daerah setahun sekali 
menghadap raja dan menyerahkan bulubekti.10 Dalam pertemuan ini, pejabat 
daerah menyampaikan situasi dan kondisi dari masing-masing daerah, sehingga 
dari seba Sunan Gunung Jati bisa mengetahui kesetiaan para pejabat dari masing-
masing daerah. 
Sunan Gunung Jati membangun sarana di pusat kerajaan baik untuk 
kepentingan pemerintahan ataupun untuk syiar agama. Sunan Gunung Jati 
memperluas komplek Keraton Pakungwati dan membangun alun-alun di depan 
keraton tersebut. Pada tahun 1489 juga membangun masjid agung yang diberi 
nama Masjid Sang Cipta Rasa, masjid ini berlokasi di kiri keraton sebelah barat 
alun-alun.11 Pembangunan masjid ini bertujuan untuk menunjang kegiatan 
masyarakat karena jumlah pemeluk Islam yang semakin meningkat serta 
keberadaan pelabuhan Cirebon yang cukup ramai oleh para pedagang muslim. 
Sunan Gunung Jati memperluas Keraton Pakungwati dengan 
menambahkan ornamen-ornamen dinding dari porselin buatan Tiongkok atau 
Cina. Hiasan tersebut berasal dari istri Sunan Gunung Jati yang bernama Ong Tien 
yang kemudian berganti nama menjadi Nyi Ratu Rara Sumanding.12 Putri Ong 
                                                             
10 Ibid., hlm. 64. 
 
11 Ibid., hlm. 65. 
 





Tien merupakan anak dari Kaisar Tiongkok yang bernama Hong Gie dari masa 
dinasti Ming. Putri Ong Tien memilih untuk menetap di Cirebon maka ketika 
pindah dari Cina ke Cirebon, dia membawa benda-benda dari negeri asalnya salah 
satunya adalah porselin yang dijadikan hiasan dinding keraton. Hingga saat ini 
porselin-porselin yang terdapat di dinding keraton masih terpasang di dinding 
Keraton Kasepuhan meskipun ada beberapa yang sudah hilang. 
Sarana lainnya adalah dibangunnya pangkalan kapal untuk kapal kerajaan 
serta bengkel untuk memperbaiki atau membuat kapal. Di Pelabuhan Muara Jati 
dibangun mercusuar untuk keperluan pelayaran oleh Ki Gedeng Tapa serta 
Laksamana Cheng Kho.13 Pembangunan mercusuar bertujuan untuk membantu 
navigasi kapal para nelayan ataupun pedagang. Pembangunan mercusuar ini 
merupakan tanda adanya kerjasama yang baik antara pihak Cirebon dengan 
Tiongkok. Pembangunan ini juga sangat menguntungkan pedagang Tiongkok 
karena banyak dari mereka yang berlayar ke Pelabuhan Muara Jati. 
Adanya pembangunan mercusuar di Pelabuhan Muara Jati mempermudah 
para pedagang untuk berlayar ke Cirebon. Semakin banyak para pedagang yang 
berdatangan sehingga Sunan Gunung Jati membangun jalan besar yang 
menghubungkan keraton dengan pelabuhan. Dibangunnya jalan besar ini 
mempermudah utusan-utusan negara atau saudagar-saudagar asing yang 
berkepentingan menemui raja. Adanya sarana-sarana tersebut menjadikan 
Pelabuhan Cirebon semakin ramai oleh pengunjung, baik para pedagang ataupun 
rakyat yang mau mendalami agama Islam. 
                                                             





Sunan Gunung Jati yang bergelar Pandita Ratu mempunyai fungsi ganda 
yaitu sebagai seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat 
dan sebagai raja yang memerintah dan berkedudukan di Cirebon.14 Di bawah 
kepemimpinannya, Cirebon dijadikan sebagai tempat penyiaran agama Islam.15 
Dengan dijadikannya Cirebon sebagai tempat penyiaran agama Islam, 
menandakan bahwa Cirebon mulai berkembang menjadi sebuah Kerajaan Islam 
yang besar. 
Sunan Gunung Jati berhasil menyebarkan agama Islam ke luar Cirebon 
sehingga wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon semakin luas hingga ke daerah 
pedalaman. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai daerah Luragung, Kuningan, 
Talaga, Galuh, Dermayu, Karawang, Banten, Sunda Kalapa, Sagaraherang, 
Ciblagung, Sindangkasih (sekarang Majalengka), Sumedanglarang, Tata Ukur 
(sekarang Bandung dan sekitarnya), Talaga dan Galuh.16 Meluasnya daerah 
kekuasaan tersebut menjadikan Cirebon sebagai Kerajaan Islam yang besar dan 
kuat. 
Sebagai Kerajaan Islam yang besar, Sunan Gunung Jati berhasil 
membangun aliansi dengan Kesultanan Demak untuk menaklukan penguasa 
Banten yang waktu itu masih berada dibawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. 
                                                             
14 Uka Tjandrasasmita, “Dampak Perpecahan Politik di Kerajaan Cirebon Kepada 
Penempatan Kubur Raja-Raja di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Gunung 
Sembung”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambari (Ed), Panggung 
Sejarah. (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 286. 
 
15 Kosoh dkk, Sejarah Daerah Jawa Barat. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1978), hlm. 89. 
 
16 Sobana Hardjasaputra dkk, loc.cit. Untuk peta wilayah Kerajaan Islam Cirebon 





Kekalahan Banten menandakan bahwa wilayah Banten beserta pelabuhannya 
menjadi daerah bawahan Cirebon. Pada tahun 1526 Sunan Gunung Jati 
membangun daerah protektorat Kesultanan Banten dan mengangkat putranya, 
yaitu Pangeran Sebakingkin yang bergelar Sultan Hasanudin sebagai Kepala 
Negara Banten.17 Pembentukan Kesultanan Banten sangat menguntungkan 
Cirebon karena Banten mempunyai pelabuhan yang cukup strategis 
menghubungkan pulau Jawa dan pulau Sumatra. 
Dibentuknya Kesultanan Banten semakin memantapkan strategi penyiaran 
agama Islam dan kepentingan politik Sunan Gunung Jati dalam menghadapi 
kekuatan Portugis yang beraliansi dengan Kerajaan Pajajaran untuk menguasai 
Sunda Kalapa. Mengetahui Kerajaan Pajajaran dan Portugis ingin menjejakkan 
kakinya di Sunda Kalapa atau Jayakarta, Cirebon membentuk aliansi dengan 
Demak dan Jayakarta untuk menahan kekuatan Kerajaan Pajajaran yang 
Hinduistis.18 Sehingga kekuatan Portugis dan Pajajaran dapat dipatahkan oleh 
Cirebon, Demak dan Jayakarta. 
Pencapaian Sunan Gunung Jati dalam bidang politik sangatlah 
berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Cirebon. Keberhasilan 
Sunan Gunung Jati dalam bidang politik antara lain, 
1. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hingga tahun 1530 meliputi separuh 
dari wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini termasuk Banten 
                                                             
17 P.S. Sulendraningrat, op.cit., hlm. 19. 
 
18 Hasan Muarif Ambary, “Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan 
Penyebaran Islam”, dalam Susanto Zuhdy dkk, Cirebon sebagai Bandar jalur Sutra. 





2. Kesultanan Cirebon dapat menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di 
Jawa Barat 
3. Tembok yang mengelilingi ibu kota meliputi areal seluas 50 hektar dengan 
beberapa pintu gerbang dan pos jagabaya telah selesai dibangun dan dikerjakan 
selama kurang lebih tiga tahun 
4. Pasukan Jagabaya berjumlah cukup banyak serta kondisi organisasi yang sudah 
memiliki komandan tertinggi, yaitu Tumenggung Jagabaya.19 
Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati berperan untuk membuat 
lembaga kerajaan dan mengembangkan wilayah serta menyebarkan agama 
Islam.20 Pada tahun 1528 sampai dengan 1552 Sunan Gunung Jati lebih fokus 
pada kegiatan penyebaran agama Islam. Mulai tahun 1528 Sunan Gunung Jati 
menyerahkan urusan pemeritahan kepada putranya yaitu Pangeran Pasarean, tetapi 
kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh Sunan Gunung Jati.21 Jadi, di Cirebon ada 
dua pemimpin yaitu Sunan Gunung Jati sebagai raja tertinggi yang meyebarkan 
agama Islam dan Pangeran Pasarean yang menjalankan pemerintahan. 
Pangeran Pasarean menjalankan pemerintahan di Cirebon dengan 
pengawasan dari Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1529 Pangeran Pasarean 
melengkapi komplek keraton dengan membangun Bale Kambang, Dalem Arum 
Kedalem, Bangsal Agung, Bangunan Kaputren, Bangsal Pringgadani, Jinem 
                                                             
19 Dadan Wildan, Sunan Gunung Jati. (Ciputat: Salima, 2012), hlm. 250-251. 
 
20 Hasan Muarif Ambary, op.cit., hlm. 38. 
 





Pangrawit (pendopo), Taman Bunderan dan Dewandaru.22 Masa pemerintahan 
Pangeran Pasarean terbilang cukup singkat yaitu kurang lebih 18 tahun, karena 
pada tahun 1546 Pangeran Pasarean meninggal di Demak. 
Sunan Gunung Jati yang masih memegang kekuasaan tertinggi akhirnya 
mengangkat Fatahillah untuk menggantikan posisi dari Pangeran Pasarean. 
Fatahillah adalah menantu dari Gunung Jati yang menikah dengan putrinya yang 
bernama Ratu Wulung Ayu. Fatahillah merupakan panglima perang Cirebon, 
tangan kanan dan penasehat terpecaya Sunan Gunung Jati.23 Sebelum menjadi 
menantu Sunan Gunung Jati, Fatahillah merupakan orang kepercayaan beliau 
karena Fatahillah telah berjasa dalam mengalahkan armada Portugis dan berhasil 
merebut Sunda Kalapa. 
Pada tahun 1568, rakyat Cirebon berduka karena pimpinan tertinggi 
sekaligus orang besar di Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati meninggal dunia. 
Sunan Gunung Jati dimakamkan di Gunung Sembung atau yang sekarang dikenal 
menjadi Gunung Jati.24 Sunan Gunung Jati meninggal setelah berhasil 
membangun Kesultanan Cirebon yang berdaulat dan berwibawa selama delapan 
puluh sembilan tahun. Dalam kitab Purwaka Caruban Nagari dijelaskan bahwa 
Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 M dan meninggal pada tahun 1568 M 
                                                             
22 Ibid., hlm. 67. 
 
23 Unang Sunardjo, Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan 
Kerajaan Cirebon 1479-1809. (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 100. 
 
24 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia III Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. 





dalam usia 120 tahun.25 Setelah Sunan Gunung Jati meninggal, Cirebon 
kehilangan sosok pemuka agama sekaligus raja yang sangat bijaksana. 
B. Kesultanan Cirebon Pada Tahun 1568-1677 
Tidak ada keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati yang dapat 
menggantikannya sebagai Raja Cirebon. Ketiga putra dari Sunan Gunung Jati 
yaitu Pangeran Pasarean, Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana telah 
terlebih dahulu meninggal dunia.26 Putra yang masih hidup adalah Pangeran 
Hasanudin, akan tetapi pada saat itu dia telah menjadi sultan Banten. Begitu pula 
dengan cucu Sunan Gunung Jati dari Pangeran Pasarean yaitu Pangeran Swarga 
atau Pangeran Dipati Carbon telah meninggal pada tahun 1565. 
Berdasarkan kesepakatan para sesepuh Cirebon, akhirnya terpilih 
Fatahillah yang menjadi penerus Sunan Gunung Jati. Fatahillah terpilih menjadi 
raja karena dia telah berjasa dalam menjalankan pemerintahan Cirebon (1546-
1568) ketika Sunan Gunung Jati masih hidup.27 Sayangnya Fatahillah menjadi 
raja Cirebon  hanya dua tahun karena pada tahun 1570 meninggal dunia. Tidak 
banyak catatan yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan Fatahillah selama 
menjadi Raja Cirebon menggantikan Sunan Gunung Jati. 
                                                             
25 Prodjokusumo, Taufik Abdullah, dkk., Sejarah Umat Islam Indonesia. (Jakarta: 
PP MUI, 1991), hlm. 78. 
 
26 Sobana Hardjasaputra dkk, op.cit., hlm. 69. 
 





Tahta Kerajaan Islam Cirebon selanjutnya jatuh kepada Pangeran Emas 
yaitu putra tertua Pangeran Dipati Carbon28. Pangeran Emas mendapat gelar 
Panembahan Ratu atau Panembahan Ratu I. Ketika Pangeran Emas naik tahta, 
kondisi Cirebon sudah mencapai kemajuan besar dan berkembang karena usaha 
Sunan Gunung Jati. Perdagangan di Pelabuhan Cirebon sudah cukup baik dan 
ramai oleh pedagang. Dalam segi pemerintahan sudah tersusun sedemikian rupa 
karena kepala-kepala wilayah yang bergelar Ki Gedeng sudah bertambah banyak 
dan sangat tunduk kepada Raja Cirebon. 
Cirebon semakin maju dengan adanya sungai-sungai kecil yang 
menghubungkan Pelabuhan Cirebon dengan masyarakat di pedalaman. 
Perekonomian daerah pedalaman terkenal dengan produksi ikan asin, garam dan 
terasi yang digemari penduduk pedalaman, serta tidak hanya itu ketersediaan 
beras dan kayu-kayuanpun cukup melimpah.29 Pembangunan sarana dan 
prasarana perekonomian di daerah pedalaman mencapai peningkatan yang sangat 
besar. Peningkatan perekonomian Cirebon tidak hanya terjadi di sekitar lokasi 
keraton atau pelabuhan saja, dengan adanya sarana transportasi daerah pedalaman 
mengalami peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. 
Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I, tahun 1596 dibangun pagar 
tembok yang mengelilingi kota setinggi dua meter dan memiliki beberapa pintu 
gerbang. Pagar tembok ini merupakan persembahan Panembahan Senopati dari 
                                                             
28 Pangeran Dipati Carbon atau Aria Kamuning atau Dipati Kuningan adalah anak 
angkat dari Nyi Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Pangeran Dipati Carbon juga 
merupakan menantu dari Fatahillah, yang menikah dengan putrinya yaitu Nyi Ratu 
Wanawati. Sanggupri Bochari dan Wiwi Kuswiyah, op.cit., hlm. 32-33. 
 





Mataram kepada Panembahan Ratu I yang dianggap sebagai gurunya.30 
Pembangunan pagar tembok tidak hanya untuk penghormatan saja akan tetapi 
mengandung tujuan politisi bagi pihak Mataram. 
1. Untuk memperkuat pertahanan Cirebon, karena daerah tersebut merupakan 
basis pertahanan Mataram di bagian barat. Pada saat itu Cirebon hanya 
membentuk pasukan untuk menjaga keamanan dalam keraton sehingga tidak 
memeliki angkatan perang yang kuat untuk kepentingan ekspansi teritorial. 
Panembahan Ratu I menjalankan amanat dari Sunan Gunung Jati dan 
Fatahillah agar Cirebon tetap menjadi pusat pembinaan dan pengembangan 
agama Islam. Sehingga tidak berambisi untuk menjadikan Cirebon sebagai 
kerajaan yang super power di Pulau Jawa. 
2. Pembangunan pagar tembok merupakan taktik Mataram untuk menanamkan 
pengaruhnya di Kerajaan Cirebon, karena pada saat itu juga penguasa Banten 
ingin menguasai Cirebon.31 
Kondisi dan situasi pada saat itu harusnya menjadi modal dasar untuk 
Panembahan Ratu I untuk menjalankan pemerintahan di Cirebon. Akan tetapi, 
pemerintahan ini tidaklah berjalan mulus, Cirebon ternyata mengalami sedikit 
penurunan terutama dalam hal pengembangan agama Islam.32 Hal ini dikarenakan 
Panembahan Ratu I tidaklah seperti Sunan Gunung Jati yang mampu 
menyebarkan agama Islam hingga ke luar Cirebon. 
                                                             









Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I, Kesultanan Banten 
melepaskan diri dari kekuasaan Cirebon. Kesultanan Banten akhirnya menjadi 
kesultanan yang berdaulat. Banten juga berhasil menguasai daerah-daerah yang 
dulunya merupakan wilayah kekuasaan Cirebon. Wilayah kekuasaan Banten 
semakin meluas sedangkan Cirebon mulai terhimpit dan akhirnya banyak wilayah 
Cirebon yang ditaklukan oleh Banten. Wilayah kekuasaan Cirebon pada masa 
Panembahan Ratu I hanya meliputi Cirebon, Ciamis, Indramayu, Majalengka dan 
Kuningan.33 Berkurangnya wilayah kekuasaan Cirebon juga dikarenakan adanya 
keberhasilan Mataram dalam menjalankan ekspansi teritorialnya di wilayah Jawa 
Barat. 
Panembahan Ratu I meninggal pada tahun 1649 dan pemerintahan 
diberikan kepada cucunya yaitu Pangeran Girilaya atau Pangeran Rasmi atau 
Pangeran Karim.34 Pangeran Rasmi mendapat gelar Panembahan Adiningkusuma 
akan tetapi lebih dikenal dengan Panembahan Ratu II. Tahta kerajaan tidak jatuh 
kepada anak Panembahan Ratu I langsung karena ayah dari Pangeran Rasmi telah 
meninggal lebih dahulu.  
Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon mendapat tekanan 
dan berada di bawah pengaruh raja Mataram yaitu Sunan Amangkurat I.35 
Panembahan Ratu II merupakan menantu dari Sunan Amangkurat I, sehingga 
pada saat Panembahan Ratu II menjadi raja Cirebon, Sunan Amangkurat I yang 
                                                             
33 Peta wilayah Kesultanan Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I 
bisa dilihat di lampiran halaman 93. 
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telah berambisi menguasai Cirebon semakin melancarkan ambisinya. Panembahan 
Ratu II mempunyai dua anak dari pernikahan dengan Putri Mataram, yaitu anak 
pertama bernama Pangeran Martawijaya dan yang kedua adalah Kartawijaya. 
Campur tangan Sunan Amangkurat I akan diuraikan pada pembahasan 
selanjutnya. 
Masa pemerintahan Panembahan Ratu II adalah masa yang paling berat 
bagi Cirebon karena Sunan Amangkurat I menganggap bahwa kemerdekaan, 
kedaulatan, kewibawaan dan kehormatan Cirebon sebagai sebuah Kerajaan Islam 
berakhir sudah.36 Sunan Amangkurat I berhasil mengambil daerah Ciamis dari 
kekuasaan Cirebon, sehingga wilayah kekuasaan Cirebon hanya meliputi Cirebon, 
Kuningan, Majalengka dan Indramayu.37 
Panembahan Ratu II meninggal pada tahun 1662 di Mataram dan 
dimakamkan di Imogiri Yogyakarta.38 Panembahan Ratu II meninggal ketika 
masih menjadi tahanan rumah bersama kedua putranya oleh Sultan Amangkurat I. 
Selama Panembahan Ratu II ditahan di Mataram, terjadi kekosongan 
pemerintahan di Cirebon akan tetapi tidak menyebabkan kelumpuhan dan 
kehancuran total bagi Cirebon. Para kerabat kerajaan (Ki Gedeng-Ki Gedeng) 
dibawah pimpinan Mangkubumi masih tetap setia kepada Panembahan Ratu II 
untuk memperjuangkan kemerdekaan Cirebon. 
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Melalui perdebatan yang sengit dan pembahasan yang mendalam, para 
pejabat Cirebon pada akhirnya meminta bantuan dan perlindungan dari 
Kesultanan Banten. Permintaan tersebut mendapat tanggapan positif dari Sultan 
Ageng Tirtayasa, yang merasa terancam juga oleh Mataram. Sultan Ageng segera 
menetapkan Pangeran Wangsakerta, putra Panembahan Ratu II dari selir sebagai 
Kepala Negara Cirebon.39 Hal ini bertujuan juga untuk meminimalisir adanya 
persengketaan antar kerabat dan perwira di Cirebon karena berebut kedudukan. 
Pangeran Wangsakerta memerintah hingga tahun 1677, karena ketika 
kedua putra Panembahan Ratu II berhasil dibebaskan dari tahanan Mataram, 
Cirebon dipecah menjadi dua kesultanan. Kesultanan Kasepuhan dipimpin oleh 
Pangeran Martawijaya, Kasultanan Kanoman dipimpin oleh Pangeran 
Kartawijaya serta Pangeran Wangsakerta dilantik menjadi Panembahan Cirebon 
akan tetapi tidak membangun kesultanan seperti kedua saudaranya. Pada periode 
ini mulai banyak campur tangan dari pihak lain sehingga eksistensi Cirebon 
lambat laun semakin menurun. Hal ini juga menjadi babak baru bagi masyarakat 
Cirebon karena terdapat dua kesultanan yang bersama-sama memimpin Cirebon. 
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PECAHNYA KESULTANAN CIREBON 
 
Kedudukan dan kharisma Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati hingga 
Panembahan Ratu sangat dihormati oleh Banten dan Mataram.1 Keberadaan 
Kesultanan Cirebon dijadikan barometer islamisasi di Jawa Barat sehingga 
Cirebon sangat dituakan oleh dua kesultanan tersebut. Kedudukan Kesultanan 
Cirebon juga disamakan dengan Kesultanan Demak yang merupakan Kerajaan 
Islam pertama di Jawa serta pusat islamisasi di Jawa Tengah. 
Meninggalnya Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Cirebon ternyata 
membawa dampak tersendiri bagi eksistensi Cirebon sebagai Kerajaan Islam di 
Jawa Barat. Terlebih lagi ketika tahun 1677 pasca meninggalnya Panembahan 
Ratu II, Kesultanan Cirebon pecah menjadi beberapa kesultanan. Pecahnya 
kesultanan tersebut menjadikan Cirebon tidak menjadi satu kesatuan yang utuh 
lagi karena masing-masing pemimpin atau sultan ternyata berebut kedudukan 
serta menginginkan daerah kekuasaan.  
A. Latar Belakang Pecahnya Kesultanan Cirebon 
Pecahnya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari campur tangan dan 
pengaruh Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Baik Kesultanan Banten 
ataupun Mataram mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menguasai Cirebon. 
Hal ini tentu saja dikarenakan letak Cirebon yang strategis bagi jalur perdagangan 
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internasional serta dapat dijadikan pangkalan militer untuk keamanan. Kedua 
kesultanan tersebut saling bersaing untuk menanamkan pengaruhnya terhadap 
Cirebon sehingga bisa secara utuh menguasai wilayah Cirebon. 
1. Campur Tangan Kesultanan Mataram 
Cirebon merupakan tempat yang cukup strategis untuk jalur 
transportasi di Jawa serta memiliki pelabuhan yang besar. Adanya Kerajaan 
Islam juga ternyata membuat Cirebon semakin ramai pengunjung baik 
mereka yang ingin berdagang maupun belajar agama Islam. Wilayah kerajaan 
yang cukup luas dengan perekonomian yang maju membuat Cirebon banyak 
dilirik oleh negara atau kerajaan luar. Mereka berusaha untuk menanamkan 
pengaruhnya serta menguasai Cirebon, salah satunya adalah Kesultanan 
Mataram. 
Raja Mataram sudah lama ingin mengusai Cirebon. Salah satu cara 
adalah dengan pernikahan politis, yaitu pernikahan Sultan Agung 
Anyokrokusumo dengan putri Panembahan Ratu I selaku penguasa Cirebon, 
yang tidak diketahui namanya.2 Melalui pernikahan inilah, Mataram mencoba 
untuk menanamkan pengaruhnya di Cirebon sehingga dikemudian hari bisa 
menguasai wilayah Cirebon secara keseluruhan. 
Memang pada awalnya Mataram dan Cirebon menjalin hubungan 
persahabatan yang cukup baik. Setelah tahun 1630 persabatan tersebut mulai 
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terganggu dengan adanya strategi ekonomi dan politik Mataram yang ingin 
menjadi negara super power di Nusantara dan mengusir VOC dari Pulau 
Jawa.3 Sultan Agung Anyokrokusumo melancarkan operasi teritorial kepada 
daerah-daerah bawahannya salah satunya adalah Cirebon. Padahal pada saat 
itu Cirebon masih menjadi kesultanan yang berdaulat. Sultan Mataram telah 
menganggap bahwa Cirebon sudah berada dibawah kekuasaannya, sehingga 
hubungan yang pada awalnya cukup baik kini menjadi berbalik arah.  
Mataram menginginkan wilayah Cirebon tidak hanya karena letak 
Pelabuhan Cirebon yang strategis untuk jalur perdagangan internasional. 
Posisi Kesultanan Cirebon cukup strategis untuk kepentingan Mataram, 
dimana Cirebon dijadikan alat untuk menahan laju VOC yang berpusat di 
Batavia, sehingga Mataram bisa mengalihkan ambisi teritorialnya ke arah 
timur.4 Mataram juga mencoba menghalangi Kesultanan Banten agar tidak 
berkembang lebih jauh, karena pada saat itu Banten sedang mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Dengan menghalau kekuatan VOC dan 
Kesultanan Banten di bagian barat, maka Mataram dengan mudah melakukan 
penaklukan terhadap wilayah-wilayah di bagian timur Mataram. 
Cirebon merupakan bandar yang dapat mengembangkan perdagangan 
jarak jauh, serta Cirebon juga mampu mengamankan dan menyediakan 
logistik militer bagi operasi Mataram ke arah Barat.5 Tempat dimana VOC 
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lebih cepat untuk mendesak daerah yang sudah dikuasai Mataram. Cirebon 
memang bukan daerah bawahan Mataram, akan tetapi Cirebon cukup 
strategis menjadi pangkalan militer Mataram sehingga mudah untuk 
melancarkan serangan ke VOC di Batavia. Hal inilah yang menyebabkan 
Mataram ingin menjadikan Cirebon sebagai daerah kekuasaannya. Hingga 
Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Cirebon masih menjadi kerajaan 
yang merdeka dan berdaulat, karena Sultan Agung sendiri belum benar-benar 
berhasil mengusai Cirebon. 
Pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat ke I. Ketika Sunan 
Amangkurat I telah menjadi raja Mataram, Panembahan Ratu I selaku raja 
Cirebon masih menjalin hubungan diplomatik dengan dilangsungkannya 
pernikahan dari masing-masing keluarga.6 Pernikahan tersebut antara cucu 
dari Panembahan Ratu I yaitu Pangeran Karim dengan putri Amangkurat I 
yang tidak diketahui namanya. Dengan pernikahan tersebut diharapkan 
hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara Mataram dan Cirebon tetap 
berlangsung dengan baik. 
Sunan Amangkurat I ternyata sudah mengenal wilayah Jawa Barat 
dalam berbagai aspek, salah satunya adalah situasi dan kondisi angkatan 
perang Cirebon. Kondisi Cirebon pada saat itu tidak memiliki angkatan 
perang yang kuat dan dapat diandalkan untuk mempertahankan 
kemerdekaanya.7 Terpilihnya Panembahan Ratu II sebagai Raja Cirebon 
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membuat Sunan Amangkurat I lebih mudah memasukkan pengaruhnya 
karena Panembahan Ratu II adalah menantunya sendiri. Sunan Amangkurat I 
terus mengawasi aktivitas Panembahan Ratu II dalam menjalankan 
pemerintahan. Hingga akhirnya Sunan Amangkurat I mencurigai Cirebon 
telah merintis kekuatan dengan Kesultanan Banten untuk mengadakan 
pemberontakan terhadap Mataram. 
Sikap dan watak pribadi Sunan Amangkurat I yang sangat 
bertentangan dengan ayahnya ternyata menimbulkan kontraversi dengan para 
pembesar pemerintahan baik di pusat maupun di wilayah-wilayah Kerajaan 
Mataram.8 Hal ini menimbulkan konflik besar dan berkepanjangan sehingga 
kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh VOC. VOC telah mengatahui tentang 
kondisi dan situasi dari kepemimpinan Sunan Amangkurat I yang semakin 
rapuh dan kurang terkontrol serta lemahnya kondisi pertahanan Kesultanan 
Mataram. Situasi dan kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk 
masuk dan memberikan pengaruhnya di Mataram. 
VOC sudah bisa membaca situasi panas dalam Kesultanan Mataram 
sehingga dengan gerak cepat VOC melancarkan politik adu dombanya. 
Beberapa adipati yang dinilai kontra terhadap Sunan Amangkurat I dibujuk 
untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta memberontak 
terhadap Sunan Amangkurat I. Sebaliknya VOC juga memberikan isu kepada 
Sunan Amangkurat I bahwa beberapa adipati bawahannya ingin 
memberontak terhadapnya. Dalam waktu yang relatif singkat, politik adu 
                                                             




domba ini telah membuat situasi dan kondisi Kesultanan Mataram semakin 
tidak kondusif. Adipati ingin melepaskan diri dari Amangkurat I dan 
Amangkurat I yang sudah tidak percaya lagi terhadap kesetiaan para Adipati. 
Berbeda dengan Sultan Agung yang sangat memusuhi VOC, Sunan 
Amangkurat I malah bergabung dengan VOC dan ambisi untuk mengusai 
Cirebon semakin besar.9 Hal ini tentu saja hasil bujukan dan pengaruh dari 
VOC yang sama-sama ingin menguasai wilayah Cirebon termasuk 
pelabuhannya. VOC sudah lama memperhatikan posisi pelabuhan Cirebon 
yang letaknya trategis untuk pangkalan armadanya akan tetapi sulit 
mendapatkan kesempatan untuk beroperasi karena banyaknya gerilya laut 
dari Kesultanan Banten. Melalui kerjasama dengan Sunan Amangkurat I, 
VOC mencoba untuk memasuki wilayah Cirebon dan menguasainya. 
Kegiatan pemerintahan di Cirebon tidak berlangsung baik akibat 
tindakan politik Sunan Amangkurat I.10 Raja Mataram yang berambisi untuk 
menguasai Cirebon, menghasut pemimpin Cirebon yaitu Panembahan Ratu II 
untuk menyerang armada Banten. Cirebon dengan mudah dipengaruhi oleh 
Mataram hingga penyerangan ini berlangsung dengan Kesultanan Banten 
sebagai pemenangnya. Adanya pengaruh Mataram di Cirebon, membuat 
pemerintahan Cirebon tidak berjalan secara baik layaknya sebuah kerajaan 
yang dipimpin oleh raja. Cirebon mempunyai seorang pemimpin akan tetapi 
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tidak sepenuhnya memimpin rakyat Cirebon sendiri karena dibalik itu semua 
ada campur tangan dari pihak Mataram. 
Pada tahun 1650 Sunan Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu 
II berkunjung ke Mataram dengan dalih untuk memberikan penghormatan 
atas penobatannya sebagai raja Cirebon.11 Panembahan Ratu II beserta kedua 
anaknya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya akhirnya 
memenuhi undangan tersebut. Sesampainya mereka di Mataram, mereka 
dijadikan tahanan rumah dan dilarang untuk kembali ke Cirebon. 
Undangan kepada Panembahan Ratu II merupakan taktik dari Sunan 
Amangkurat I untuk melemahkan Kesultanan Cirebon. Terjadi kekosongan 
pemerintahan hingga akhirnya Pangeran Wangsakerta yaitu putra ketiga 
Panembahan Ratu II ditunjuk untuk memerintah Kesultanan Cirebon. 
Pangeran Wangsakerta mendapat banyak tekanan dari wakil-wakil Mataram 
yang ada di Cirebon sehingga pemerintahan di Cirebon tidak berjalan dengan 
baik. 
Masih dalam keadaan menjadi tahanan Mataram, Panembahan Ratu II 
wafat pada 1662 dan dimakamkan di Imogiri Yogyakarta. Bahkan setelah 
Panembahan Ratu II meninggal, kedua anaknya tetap menjadi tahanan 
Mataram, hingga pada tahun 1677 berhasil di bebaskan oleh Pangeran 
Trunojoyo atas kerjasama dengan Kesultanan Banten. Trunojoyo dan 
pasukannya berhasil melumpuhkan kekuatan Mataram hingga Sunan 
Amangkurat I melarikan diri untuk menghindari serangan dari Trunojoyo. 
                                                             





2. Campur Tangan Kesultanan Banten 
Kesultanan Banten didirikan oleh sesepuh Cirebon yaitu Sunan 
Gunung Jati. Pada awalnya Kesultanan Banten adalah wilayah kekuasaan dari 
kerajaan Cirebon, akan tetapi pasca meninggalnya Sunan Gunung Jati, Banten 
menjadi kesultanan yang merdeka dan berdaulat. Cirebon kehilangan satu 
wilayah yang cukup berpengaruh, karena Kesultanan Banten menjadi basis 
pertahanan yang cukup kuat bagi Cirebon di bagian barat.  
Pergeseran sikap Sultan Maulana Yusuf terhadap Kesultanan Cirebon 
terlihat ketika Banten berhasil menghancurkan Kerajaan Pajajaran. Ada 
perkiraan juga bahwa Sultan Maulana Yusuf menganggap bahwa dirinya 
lebih senior karena keturunan langsung atau cucu dari Sunan Gunung Jati.12 
Anggapan itu masuk akal karena di Cirebon sendiri sejak meninggalnya 
Sunan Gunung Jati, sudah tidak ada lagi penerus langsung untuk 
menggantikan tahtanya. Sultan Yusuf Maulana ingin menjadikan Banten 
sebagai negara super power menggantikan posisi Kesultanan Cirebon yang 
kini semakin melemah. 
Keberhasilan Banten dalam mengalahkan Kerajaan Pajajaran secara 
otomatis menjadikan Banten sebagai penguasa daerah-daerah bekas 
kekuasaan Kerajaan Pajajaran seperti Priangan dan Sumedang Larang.13 
Banten juga menganggap Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai bagian daerah 
kekuasaannya yang diperoleh dari kekalahan Pajajaran padahal pelabuhan 
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tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Cirebon sejak tahun 1526. Bagi 
Banten semua bekas daerah kekuasaan Pajajaran beserta pelabuhannya 
menjadi wilayah operasional pemerintahan Banten. 
Ketidakjelasan pembagian wilayah antara Cirebon dengan Banten 
tidak menjadikan kedua kesultanan ini berseteru dengan pertumpahan darah. 
Tidak ada dokumen resmi tentang pembagian wilayah ini, akan tetapi kedua 
kesultanan menetapkan sendiri-sendiri pembagian wilayah tersebut.14 
Kemungkinan besar Pelabuhan Sunda Kelapa dikuasai oleh Banten karena 
menurut Sultan Maulana Yusuf, Banten lah yang telah berjasa membebaskan 
Jawa Barat dari pengaruh Kerajaan Pajajaran. 
Campur tangan Kesultanan Banten terhadap Cirebon mulai terasa 
ketika Panembahan Ratu II dan kedua putranya ditahan di Mataram. Sultan 
Ageng Tirtayasa yang merupakan pengganti Sultan Maulana Yusuf, berusaha 
keras untuk berkompetisi dengan Mataram untuk menguasai Cirebon. 
Pengangkatan Pangeran Wangsakerta sebagai Kepala Negara Cirebon selama 
Panembahan Ratu II dan kedua anaknya menjadi tahanan Mataram, 
mempunyai dampak tersendiri bagi Cirebon. Dengan dinobatkannya 
Pangeran Wangsakerta oleh Sultan Ageng menandakan adanya pengakuan 
dari masyarakat Cirebon bahwa Banten mempunyai kekuatan besar untuk 
melindungi Cirebon dari terkaman Mataram.15 Cirebon mengakui Banten 
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sebagai pelindung satu-satunya dan harus ditaati petunjuk-petunjuknya. 
Dengan artian bahwa Cirebon adalah daerah protektorat Kesultanan Banten. 
Mengetahui Panembahan Ratu II ditahan di Mataram, Sultan Ageng 
Tirtayasa menjalin kerjasama dengan Pangeran Trunojoyo untuk 
mengalahkan Sultan Amangkurat I. Alasannya adalah, mereka mempunyai 
tujuan yang sama yaitu mengalahkan Mataram, terlebih lagi dendam 
Pangeran Trunojoyo atas kematian ayahnya yang meninggal di Mataram atas 
tindakan sewenang-wenang Sunan Amangkurat I.16 Sikap dan perilaku Sunan 
Amangkurat I memang otoriter, siapapun yang dirasa memberontak dan 
menentang keputusannya maka akan mendapatkan hukuman tanpa diadili 
terlebih dahulu. Ayah Trunojoyo yaitu Raden Demang Malaya merupakan 
salah satu korban keotoriteran dari Sunan Amangkurat I. 
Sultan Ageng Tirtayasa menjalin hubungan intensif dengan Pangeran 
Trunojoyo untuk merencanakan penyerangan terhadap Mataram. Sultan 
Ageng juga memberikan bantuan senjata dan perbekalan serta meminta 
daerah Cirebon agar dapat jatuh ke pengaruh Banten apabila penyerangan 
tersebut berhasil. Serangan Trunojoyo pertama kali mengarah ke daerah 
kekuasaan Mataram termasuk Cirebon. Mereka tiba di Pelabuhan Cirebon 
pada 5 Januari 1677 dan berhasil mengalahkan wakil-wakil Mataram di 
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Cirebon.17 Syahbandar Martadipa atas nama wakil penguasa Mataram di 
Cirebon, menyerahkan Cirebon dan menyetujui beberapa pasal, yakni: 
1. Kewajiban pihak Cirebon membayar pajak kepada penguasa Mataram 
dihapuskan 
2. Rakyat Cirebon berada dibawah kekuasaan rajanya sendiri 
3. Tidak terjadi lagi pengiriman sandera Cirebon ke Mataram 
4. Wanita dan anak-anak Cirebon dilindungi oleh tentara Madura 
5. Cirebon dibawah jaminan Sultan Banten 
6. Pihak Cirebon mengakui sultan Banten sebagai pelindung dan 
mendukungnya dengan memberikan bantuan senjata.18 
Pada pertengahan tahun 1677 terjadi penyerangan besar-besaran 
pasukan Trunojoyo terhadap Mataram. Pangeran Trunojoyo berhasil 
menguasai Keraton Mataram dan Sunan Amangkurat berhasil melarikan diri 
akan tetapi ditengah perjalanan dia meninggal di Tegalwangi.19 Akhirnya 
Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya dibebaskan oleh Pangeran 
Trunojoyo dan dibawa ke Kediri dan selanjutnya diserahkan ke Sultan Ageng 
Tirtayasa di Banten. 
Kedua putra Panembahan Ratu II berhasil dibawa dan diserahkan ke 
Banten yang disambut dengan upacara penghormatan. Pangeran Wangsakerta 
telah hadir dalam acara penyambutan kedua kakaknya. Saat itulah sultan 
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Banten membagi tiga kekuasaan atas Kesultanan Cirebon. Para Pangeran 
Cirebon mendapat gelar sultan dari sultan Banten dan dilantik menjadi 
penguasa Cirebon.  
Pangeran Martawijaya mendapat gelar Sultan Muhammad Syamsudin 
dilantik menjadi Sultan Kasepuhan, Pangeran Kartawijaya mendapat gelar 
Sultan Muhammad Badrudin dilantik menjadi Sultan Kanoman dan Pangeran 
Wangsakerta dilantik menjadi Panembahan Cirebon.20 Lepasnya Banten dan 
pecahnya Kesultanan Cirebon, berati secara politis Cirebon berada dibawah 
perlindungan Kesultanan Banten. Hal ini berlangsung hingga Cirebon 
dikuasai oleh pihak VOC. 
B. Perkembangan Awal Kesultanan Kasepuhan, Kacirebonan dan 
Kanoman 
Kelahiran dua sultan pada tahun 1677 sesungguhnya masih bisa dicegah 
bila ada kemauan keras untuk menolak, karena dari pihak Banten tidak terlalu 
memaksakan konsep tersebut.21 Pangeran Wangsakerta yang bergelar 
Panembahan Cirebon atau Panembahan Toh Pati, hanya menjadi asisten Sultan 
Sepuh yang berkedudukan di Keraton Kasepuhan.22 Sebagai asisten, Pangeran 
Wangsakerta membantu Sultan Sepuh untuk menjalankan pemerintahan. 
Sebenarnya Pangeran Wangsakerta mempunyai hak yang sama seperti kedua 
saudaranya akan tetapi karena Wangsakerta anak dari selir maka tidak mendapat 
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gelar sultan. Hal ini menandakan bahwa tinggal dua sultan yang memiliki 
kekuasaan teritorial dan politik di Cirebon, yaitu Sultan Sepuh dan Sultan Anom. 
1. Kesultanan Kasepuhan 
Pasca pemberian gelar oleh Sultan Ageng, ketiga pangeran kembali ke 
Cirebon dan masing-masing membangun kesultanan. Pangeran Martawijaya 
membentuk Kesultanan Kasepuhan, dia mendapat gelar Sultan Sepuh I. 
Sultan Sepuh I menjadikan Keraton Pakungwati menjadi Keraton Kesultanan 
Kasepuhan23. Sultan Sepuh I tidak membangun keraton baru, melainkan 
hanya menempati keraton yang sudah ada. Hal ini diduga karena Sultan 
Sepuh I merupakan putra tertua Panembahan Ratu II sehingga dia paling 
berhak mewarisi tahta Kerajaan Islam Cirebon.24 Keraton ini menjadi pusat 
kegiatan pemerintahan serta tempat tinggal Sultan dengan keluarganya. 
Keraton Kasepuhan yang merupakan perkembangan dari Keraton 
Pakungwati menempati lahan seluas kurang lebih 64.000 m2 yang memanjang 
dari utara ke selatan.25 Komplek Keraton Kasepuhan dikelilingi tembok 
sebagai benteng pertahanan dan pemisah antara penghuni luar dengan 
keluarga keraton. Selain tembok, terdapat sungai Sipadu dan sungai Koyan 
yang membatasi komplek keraton dengan masyarakat luas. 
Berbeda dengan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, 
Pangeran Wangsakerta justru tidak membangun keraton. Mungkin 
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24 Sobana Hardjasaputra dkk., op.cit.,  hlm. 100. 
 
25 Adeng, dkk., Kota Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera. (Jakarta: Departemen 





dikarenakan Pangeran Wangsakerta hanyalah saudara seayah, sehingga untuk 
sementara waktu dia tinggal di Keraton Kasepuhan.26 Pangeran Wangsakerta 
juga hanya dianugerahi gelar Panembahan, berbeda dengan dua saudaranya 
yang bergelar Sultan. Panembahan Cirebon menyadari dirinya diangkat 
sebagai sultan hanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan selama 
Panembahan Ratu II dan putranya tidak ada di Cirebon. 
Tahun 1697 warga Cirebon kembali berduka karena pada saat itu 
Sultan Sepuh I meninggal dunia. Sultan meninggalkan dua putra yaitu 
Pangeran Dipati Anom sebagai putra pertama dan putra kedua Pangeran Aria 
Adiwijaya.27 Kedua pangeran ini yang kelak akan menggatikan Sultan Sepuh 
I untuk memimpin Keraton Kasepuhan. Sayangnya sebelum meninggal 
Sultan Sepuh I belum sempat memilih penggatinya sehingga kedua putranya 
berseteru untuk menjadi sultan. 
Kedua pangeran merasa berhak untuk menggantikan ayahnya 
memimpin Kesultanan Kasepuhan. Pangeran Dipati Anom merasa paling 
berhak untuk meneruskan tahta ayahnya karena dialah putra tertua dari Sultan 
Sepuh. Pemikiran ini ditolak oleh Pangeran Aria Adiwijaya, karena 
menurutnya dialah yang berhak mendapatkan tahta ayahnya. Akhirnya untuk 
meredakan perseteruan tersebut dilakukanlah perjanjian dengan ditengahi 
oleh VOC. 
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Perjanjian dilaksanakan di kota Batavia pada tanggal 4 Agustus 1699. 
Masalah utama dalam perjanjian ini adalah pembagian hak waris akan tahta 
Sultan Sepuh kepada kedua putranya. Inti dari perjanjian ini hanya 
menekankan kembali perjanjian 8 September 1688 dan sedikit menambahkan 
tentang pergeseran sultan jika ada sultan yang meninggal. Kedudukan Sultan 
Anom kini berubah menjadi peringkat pertama, Panembahan Ratu peringkat 
kedua dan untuk peringkat ketiga diduduki oleh Pangeran Dipati Anom dan 
Pangeran Aria Adiwijaya.28 Kedua putra Sultan Sepuh I bersama-sama 
menjalankan pemerintahan Kesultanan Kasepuhan. 
2. Pecahnya Kesultanan Kasepuhan Menjadi Kasepuhan dan Kacirebonan dan 
Kembali Menjadi Kasepuhan 
Pangeran Dipati Anom sebagai kakak tertua mengalah dan Kesultanan 
Kasepuhan dipecah menjadi dua kesultanan pada tahun 1697. Kesultanan 
Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Dipati Anom dengan gelar Sultan Raja 
Tajularifin atau Sultan Sepuh II dan Kacirebonan29 dipimpin oleh Pangeran 
Aria Adiwijaya bergelar Pangeran Aria Cirebon.30 Terbaginya Kesultanan 
Kasepuhan menandakan cirebon mempunyai tiga kesultanan yaitu 
Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan yang secara bersamaan memimpin 
wilayah Cirebon. 
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Sultan Sepuh II meninggal pada tahun 1723 dan digantikan oleh 
putranya yang bernama Sultan Raja Jaenudin atau Sultan Sepuh III. Sultan 
Sepuh III menjabat menjadi sultan hingga tahun 1753. Informasi yang 
menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi baik keluarga Keraton maupun 
masyarakat Cirebon secara keseluruhan pada masa pemerintahan Sultan 
Sepuh II dan Sultan Sepuh III sangat minim. Keterbatasan sumber inilah, 
menjadikan informasi tentang masa pemerintahan Sultan Sepuh II dan III 
hanya gambaran secara umum saja. 
Pangeran Aria Cirebon tidak hanya menjadi Sultan Kacirebonan 
karena pada tahu 1706 VOC mengangkat Pangeran Aria sebagai overseer 
(pengawas) bupati di Priangan.31 VOC sengaja mengangkat Pangeran Aria 
untuk kepentingan kekuasaannya di Priangan serta memperkuat pengaruh dan 
kekuasaannya di Cirebon. Melalui besluit tertanggal 9 Februari 1790, 
Pangeran Aria diangkat sebagai pengawas dan bupati kompeni yang bertugas 
menertibkan administrasi pemerintahan, mengawasi produksi pertanian dan 
bertindak sebagai jaksa bersama-sama dengan Residen Cirebon.32 Pangeran 
Aria dimanfaatkan oleh VOC untuk menjembatani misi VOC agar bisa 
menguasai wilayah Cirebon secara seutuhnya. 
Kesultanan Kacirebonan hanya bertahan sampai tahun 1723. 
Berakhirnya Kacirebonan ditandai dengan dibuangnya Pangeran Aria oleh 
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32 Nina Herlina Lubis, (2010), Situasi Politik Kesultanan Cirebon Abad Ke-17-
18. Tersedia pada http://bpsnt-bandung.blogspot.com/2011/07/situasi-politik-kesultanan-




VOC kerena terlampau banyak melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
VOC.33 Pangeran Aria dianggap terlibat dalam gerakan melawan VOC dan 
ingin menghianati VOC. Padahal semasa hidupnya Pangeran Aria banyak 
membantu VOC namun balasannya sungguh sangat ironis. Pangeran Aria 
tidak mempunyai putra sehingga VOC menghapuskan Kesultanan 
Kacirebonan dan daerah kekuasaannya dibagi antara Sultan Kasepuhan dan 
Kanoman. Pada akhirnya di Cirebon kembali menjadi dua kesultanan, yaitu 
Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman.  
3. Kesultanan Kanoman 
Pangeran Kartawijaya membangun Keraton Kanoman34 dibekas 
rumah Pangeran Cakrabuana dan mendapatkan gelar Sultan Anom I atau 
Sultan Anom Mohamad Badrudin. Keraton Kanoman terletak di jalan Lemah 
Wungkuk, tata letak keraton memanjang dari utara ke selatan dan menempati 
tanah seluas kira-kira 20.000 m2.35 Tidak jauh berbeda dengan Keraton 
Kasepuhan, Keraton Kanoman juga dijadikan pusat pemerintahan serta 
tempat tinggal keluarga Sultan Anom I. Aktivitas politik, ekonomi dan 
kebudayaan berkembang disekitar lokasi keraton ini. 
Sultan Anom I memerintah Kesultanan Kanoman dari tahun 1677 
hingga 1703 dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Raja Madureja 
Kadiruddin atau Sultan Anom II. Sayangnya sumber informasi tentang masa 
pemerintahan Sultan Anom II sangatlah minim sehingga data informasipun 
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masih sangat terbatas. Hal inipun terjadi pada masa pemerintahan Sultan 
Anom ke III yaitu Sultan Anom Alimuddin yang mengantikan Sultan Anom 
II dari tahun 1744 hingga 1798.  
Sejalan dengan pembentukan keraton sebagai pusat pemerintahan, 
timbul konflik antara Sultan Anom I dengan Sultan Sepuh I mengenai 
kakuasaan atas Cirebon. Masing-masing Sultan menginginkan daerah 
kekuasaan atas Cirebon serta ingin menjadi penguasa tertinggi di Cirebon. 
Hingga akhirnya Panembahan Cirebon atau Pangeran Wangsakerta juga 
menginginkan daerah kekuasaan di Cirebon. Panembahan Cirebon 
menganggap meskipun dirinya hanya putra dari selir akan tetapi dirinya 
pantas berkuasa di Cirebon karena selama Panembahan Ratu II ditahan di 
Mataram, dialah yang menjalankan pemerintahan di Cirebon. 
Konflik antar sultan tidak kunjung selesai, dan akhirnya situasi ini 
dimanfaatkan oleh VOC untuk menanamkan pengaruhnya di lingkungan 
keluarga keraton. VOC menjadi penengah dalam meredakan konflik tersebut 
dan akan terus berlangsung seperti itu untuk konflik-konflik antar sultan 
selanjutnya. Sudah banyak kontrak yang harus disepakati oleh para sultan 
karena dari setiap konflik menghasilkan perjanjian antar sultan yang 
dimediasi oleh VOC.36 Sebagai pihak mediator, VOC membuat isi perjanjian-
perjanjian yang hanya menguntungkan VOC dan harus disetujui oleh para 
sultan. 
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Adanya campur tangan VOC dalam keluarga keraton membuat 
kemegahan Cirebon kini terpuruk bersama kekuasaannya, berbeda sekali 
dengan masa raja sebelumnya (Sunan Gunung Jati).37 Sultan kehilangan 
kekuasaannya sehingga bisa dikatakan bahwa sultan hanya simbol saja karena 
setiap keputusan yang diambil oleh sultan harus mendapatkan persetujuan 
dari VOC.  
                                                             
37 William Thorn, Mayor, “The Conquest of Java: Nineteenth Century Java Seen 
Through the Eyes of a Soldier of the British Empire”, a.b. Noviatri, Penaklukan Pulau 
Jawa: Pulau Jawa di Abad Sembilan Belas dari Amatan Serdadu Kerajaan Inggris. 





PENGARUH PECAHNYA KESULTANAN CIREBON TERHADAP 
KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI 
 
Kesultanan Cirebon pernah mengalami masa-masa bahagia pada abad awal 
berdirinya dan dapat menciptakan suasa damai yang tumbuh menjadi negara 
makmur.1 Sayangnya masa ini hanya terjadi pada pemerintahan Sunan Gunung 
Jati hingga Panembahan Ratu II. Bibit kemunduran Kesultanan Cirebon berawal 
ketika kesultanan ini dibagi menjadi dua kesultanan yaitu Kasepuhan dan 
Kanoman pada tahun 1677.2 Pecahnya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari 
Sultan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan gelar sultan kepada 
putra Panembahan Ratu II.  
Pecahnya Kesultanan Cirebon memicu adanya perselisihan antar sultan 
Cirebon untuk mendapatkan daerah kekuasaan. Melihat adanya konflik keluarga 
sultan-sultan Cirebon, VOC mencoba memanfaatkan keadaan tersebut. VOC 
melakukan intervensi terhadap kesultanan di Cirebon dengan dalih untuk 
meredakan konflik antar sultan serta menciptakan perdamaian. VOC berhasil 
menanamkan pengaruhnya yang berujung pada penguasaan wilayah Cirebon. 
Adanya pengaruh dan campur tangan VOC dalam tubuh kesultanan membuat 
perubahan dalam bidang politik dan ekonomi di Cirebon. 
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A. Pengaruh dalam Bidang Politik 
Masa kejayaan Kesultanan Cirebon pada akhirnya lambat laun menjadi 
surut, apalagi dengan dikuasainya wilayah Cirebon oleh VOC. Hubungan ini 
berawal ketika Kesultanan Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan dengan tiga 
penguasa dan masing-masing sultan merebutkan daerah kekuasaan. Sultan Sepuh 
I meminta bantuan VOC untuk menyelesaikan konflik tersebut dan meminta 
perlindungan kepadanya. Sultan Sepuh I menganggap bahwa sangat tepat jika 
meminta bantuan VOC karena VOC dianggap sudah membantu Cirebon untuk 
melawan serangan Banten pada tahu 1680. Pada saat itu Kesultanan Banten 
menyerang Cirebon dengan dipimpin oleh Pangeran Kidul ketika sultan-sultan 
Cirebon tidak ada ditempat. 
Perpecahan kesultanan terjadi akibat masing-masing keturunan saling 
berebut kepentingan dan akhirnya situasi ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga yaitu 
VOC untuk merebut kekuasaan dan menjadikan Cirebon sebagai vassal.3 Konflik 
berkepanjangan antar sultan Cirebon mempermudah VOC untuk mengadu domba 
masing-masing sultan. Pada tahun 1681 diadakan perjanjian persahabatan antar 
sultan untuk mengatasi konflik tersebut, dengan VOC sebagai penengahnya. 
Perjanjian berlangsung di Keraton Kasepuhan pada tanggal 7 Januari 16814 yang 
diwakili oleh Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, Penembahan Cirebon, Raksanegara, 
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Anggaderaksa, Purbanegara, Anggadeprana, Anggaraksa, Nayapati, Jacob van 
Dyck dan Jochem Michielse.5 
Naskah perjanjian ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu dan 
Belanda. Hasil penting dalam perjanjian ini adalah Cirebon diperintah oleh Sultan 
Sepuh, Sultan Anom dan Panembahan Ratu secara bersama-sama.6 Namun untuk 
batas-batas wilayah kekuasaan belum ditentukan. Setelah perjanjian ini, Cirebon 
yang berdaulat kini menjadi daerah milik VOC, dimana kemegahan Cirebon yang 
telah dirintis oleh raja sebelumnya kini terpuruk bersama kekuasaannya.7 Secara 
politik, isi perjanjian 7 Januari 1681 antara lain: 
1. Cirebon adalah daerah protektorat Kompeni/VOC 
2. Kedua belah pihak selalu menjalin persahabatan dan saling percaya 
3. Sultan Cirebon tidak boleh memperkuat pertahanan di daerah perbatasan dan 
sepanjang pantai tanpa izin Kompeni 
4. Kompeni boleh (berhak) membangun loji (benteng) di Cirebon.8 
Perjanjian persahabatan yang dilayangkan oleh VOC justru jauh dari kata 
persahabatan, karena isi dari setiap perjanjian sangatlah merugikan pihak Cirebon 
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dan hanya berpihak untuk VOC. Pada isi perjanjian 7 Januari 1681, Cirebon resmi 
menjadi daerah protektorat VOC sehingga Sultan tidak lagi mendapatkan hak 
penuh dalam memimpin Cirebon. Sultan-sultan Cirebon hanya menjadi boneka 
VOC yang dimanfaatkan untuk kepentingan VOC semata. Sultan Cirebon tidak 
boleh memperkuat pertahanan baik di pedalaman maupun disepanjang pantai 
tanpa izin dari VOC.9 Padahal sebagai kesultanan yang berdaulat, membangun 
daerah pertahanan sangatlah diperlukan. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga 
keamanan dari segala ancaman pihak luar yang ingin mematahkan kekuatan 
Cirebon. Pembatasan akan wewenang sultan untuk memimpin Cirebon 
merupakan salah satu bukti bahwa para sultan mulai kehilangan kekuasaannya 
sebagai seorang pemimpin. 
Perjanjian 7 Januari 1681 ternyata tidak membawa konflik antar sultan 
tentang permasalahan pembagian wilayah kekuasaan mencapai kesepakatan. 
Perjanjian ini hanya menekankan bahwa Cirebon resmi menjadi bawahan VOC, 
sehingga semua urusan baik di dalam keraton maupun luar keraton diatur oleh 
VOC. Sistem pemerintahan tetap dijalankan oleh sultan akan tetapi secara politik 
dan ekonomi VOC lah yang mengatur Cirebon. Kekuasaan sultan-sultan Cirebon 
menjadi melemah, meskipun VOC masih mengakui akan kedudukan sultan.  
Gelar sultan hanya dijadikan simbol serta kepentingan VOC untuk menerapkan 
kebijakan politiknya di Cirebon dengan mengatasnamakan sultan. Tentunya hal 
ini dimaksudkan agar masyarakat Cirebon patuh dan setuju atas kebijakan 
tersebut. 
                                                             





Belum juga konflik antar sultan mereda, sekitar tahun 1685 terjadi lagi 
konflik antar sultan Cirebon, kali ini mengenai kedudukan sultan. Seperti 
perjanjian sebelumnya, VOC lah yang menjadi pihak penengah dalam konflik ini. 
Naskah perjanjian ditandatangani pada 4 Desember 1685 di Keraton Kasepuhan, 
dari pihak keraton diwakili oleh Sultan Sepuh I, Sultan Anom I dan Panembahan 
Cirebon, sedangkan pihak VOC diwakili oleh Francois Tack.10 Masing-masing 
utusan sepakat dengan isi perjanjian meskipun perjanjian ini sama seperti 
perjanjian sebelumnya yaitu merugikan pihak Cirebon. 
Perjanjian ini berisi pernyataan mengenai pemerintahan dan hal-hal yang 
harus dipatuhi oleh sultan-sultan Cirebon, bahwa VOC adalah penguasa Cirebon. 
Masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultan 
seperti halnya dengan inti perjanjian sebelumnya.11 Sultan-sultan Cirebon tetap 
menjalankan pemerintahan akan tetapi dibawah kekuasaan VOC. Sultan Cirebon 
juga tidak boleh membuat perintah sendiri-sendiri, melainkan harus melalui 
perundingan dengan mantri12. Masing-masing sultan mempunyai mantri lebih dari 
satu, Sultan Sepuh mempunyai 3 mantri, Sultan Anom dan Panembahan Ratu 
masing-masing mempunyai 2 mantri. Semua mantri dipilih oleh VOC sehingga 
semua keputusan mantri harus sepengetahuan dari pihak VOC. Bisa dikatakan 
bahwa mantri ditugaskan untuk mengontrol semua aktivitas di dalam keraton. 
                                                             




12 Mantri adalah bawahan para sultan yang ditugaskan untuk membantu sultan 
dalam menjalankan pemerintahan Cirebon atau penasehat sultan. Sobana Hardjasaputra, 





VOC semakin berkuasa di Cirebon dengan membangun loji atau benteng 
di kawasan Pelabuhan Cirebon. VOC berhak untuk membangun loji atau benteng 
pertahanan di wilayah Cirebon, sedangkan pihak kesultanan dilarang untuk 
membangun pertahanan di sekitar keraton. Pembangunan loji pada tahun 1686 
terlebih dahulu dengan menghancurkan tembok keliling Cirebon yang merupakan 
persembahan dari Panembahan Senopati. Material dari tembok inilah yang 
dijadikan material dalam pembangunan loji yang diberi nama De Fortrese de 
Bescherming (Benteng Perlindungan) yang difungsikan juga sebagai tempat 
tinggal dan kantor residen.13 Letak dari loji sendiri berada di kawasan Pelabuhan 
Cirebon hingga bisa dikatakan bahwa VOC ingin mengusai Pelabuhan Cirebon 
dan mengontrol aktivitas perdagangan di Cirebon. Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan internasional 
sehingga pusat perekonomian di Cirebon terpusat di pelabuhan. 
Perselisihan antar sultan Cirebon dijadikan pintu masuk bagi VOC untuk 
menanamkan pengaruhnya dan menguasai wilayah Cirebon. Perselisihan tersebut 
sering terjadi dan sebagai pihak mediator atau penegahnya adalah VOC. 
Perjanjian persahabatan antara sultan dan VOC terjadi pada tanggal 7 Januari 
1681 dilanjutkan lagi pada 4 Desember 1685, 5 Desember 1688, 4 Agustus 1699, 
17 Januari 1708, 18 Januari 1752.14 Meskipun demikian, perjanjian ini hanya 
menguntungkan pihak VOC saja sedangkan untuk para sultan hal ini sangat 
merugikan. Sultan tidak dapat mengajukan keberatan terhadap hasil dari 
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perjanjian-perjanjian tersebut karena sudah terikat kontrak di perjanjian pertama 
mereka. 
Melalui perjanjian persahatan antara VOC dengan sultan-sultan Cirebon, 
VOC menekan Cirebon agar membatalkan segalan bentuk perjanjian dengan 
Mataram.15 VOC sudah menyadari bahwa Mataram juga ingin menguasai wilayah 
Cirebon dan hal inilah yang akan mengancam kelancaran VOC untuk menguasai 
wilayah Cirebon seutuhnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 
bahwa Cirebon memiliki letak yang strategis dan keberadaan Pelabuhan Cirebon 
yang ditengah-tengah pulau Jawa sehingga mempermudah jalur perdagangan ke 
beberapa daerah lokal maupun mancanegara. Cirebon juga sangat strategis 
dijadikan basik pertahanan bagi Mataram dari serangan musuh yang datang dari 
barat. 
Francois Tack sebagai wakil VOC di Cirebon diperintahkan untuk 
melakukan pendekatan dengan para sultan, tujuan utamanya adalah untuk 
mengadu domba antar sultan agar saling berselisih paham. Kedekatan Francois 
Tack cenderung lebih condong ke Sultan Anom I sehingga membuat sultan Sepuh 
I dan Panembahan Ratu merasa curiga, apalagi pembagian wewenang serta 
kekuasaan atas wilayah belum ditentukan. Kedekatan Francois Talk dan Sultan 
Anom I memicu terulangnya konflik antar sultan dan diadakan sebuah perjanjian 
lagi. Seperti biasa sebagai pihak penengah, VOC mengirimkan wakilnya yaitu 
Johanes de Hartog. 
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Perjanjian dilaksanakan di Keraton Kasepuhan pada tanggal 8 September 
1688 yang terdiri dari 26 pasal dan naskah ditandatangani oleh kedua belah 
pihak.16 Pihak pertama adalah dari Cirebon yang diwakili oleh Sultan Sepuh I 
beserta putra pertamanya Pangeran Dipati Anom, Sultan Anom I beserta putra 
tertuanya Pangeran Ratu, Panembahan Ratu dan 12 orang mantri, sedangkan 
pihak kedua adalah dari VOC yang diwakili oleh Johanes de Hartog.17 Perjanjian 
ini berisi tentang ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh Cirebon dan 
menyangkut tentang kedudukan, wewenang serta peranan sultan-sultan Cirebon. 
Kedudukan sultan yang diperebutkan oleh sultan-sultan Cirebon kini 
menuai hasil melalui perjanjian ini. Hasilnya adalah kedudukan sultan diterapkan 
secara hirarkis. Sultan Sepuh I menduduki peringkat pertama, Sultan Anom I 
peringkat kedua serta Panembahan Ratu peringkat ketiga.18 Isi pejanjian ini telah 
disepakati oleh para sultan karena mereka mau tidak mau harus mematuhi 
keputusan dari VOC sesuai dengan perjanjian yang pertama. Hal ini ditentukan 
dalam perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1688. Pembagian 
kedudukan sultan tertulis pada pasal pertama, yaitu 
Hanya Sultan Sepuh yang berhak bersabda dan memberi perintah di alun-
alun, bila Sultan Sepuh berhalangan, hak bersabda dan memberi 
komando berpindah ke tangan Sultan Anom. Bila keduanya berhalangan, 
Panembahan Cirebon harus mengambilalih tugas tersebut. Bila ketiganya 
tidak dapat hadir, tugas dapat diambilalih oleh putera tertua dari Sultan 
Sepuh dan Sultan Anom. Bila mereka juga tidak hadir, Pangeran Ratu 
dari Pangeran Anom berhak mengambilalih tugas tesebut.19 
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18 Ibid., hlm. 110. 
 





Pada akhirnya sultan-sultan Cirebon kehilangan kekuasaan politiknya 
karena ketika perjanjian 18 Januari 1752 VOC mengeluarkan peraturan mengenai 
pergantian sultan. Secara garis besar perjanjian tersebut mencakup dua hal, 
pertama pergantian tahta kesultanan harus berdasarkan warisan dari ayah kepada 
anak. Kedua, apabila sultan meninggal dan tidak mempunyai keturunan langsung 
maka kekayaan dan peranan dalam pemerintahan harus dibagi kepada sultan-
sultan yang lain.20 Seperti halnya ketika Panembahan Cirebon wafat pada tahun 
1773 tanpa meninggalkan seorang putra, maka VOC membagi kekayaan dan 
daerah kekuasaan Panembahan Cirebon untuk Kasepuhan dan Kanoman.21 
Peraturan VOC menyangkut juga tentang gelar sultan, yaitu gelar sultan 
hanya diberikan kepada dua penguasa saja, pemimpin kesultanan selanjutnya 
hanya boleh menggunakan gelar pangeran.22 Setiap pergantian sultan, harus 
berdasarkan persetujuan dari VOC. Misalnya ketika Sultan Anom IV meninggal 
seharusnya tahta digantikan oleh putra pertamanya yaitu Pangeran Surianagara, 
akan tetapi VOC justru mengangkat adik seayahnya yaitu Pangeran Surantaka. 
VOC bahkan mengusir Pangeran Suruanagara, Pangeran Lautan dan Pangeran 
Kabupaten keluar dari keraton. 
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VOC benar-benar merampas kekuasaan politik sultan serta menggugurkan 
hak putra mahkota sebagai pewaris tahta.23 Semua keputusan yang ditandatangani 
oleh sultan harus atas perintah dan persetujuan dari VOC. Sultan kehilangan 
kekuasaan politiknya hingga akhirnya gelar sultan hanya sebatas simbol karena 
yang menjalankan pemerintahan adalah VOC. Seperti halnya pada pasal 22 dalam 
perjanjian 8 September 1688 disebutkan bahwa, “Titel sultan dan panembahan 
digunakan dalam surat dan naskah dari Kompeni. Diluar itu disebut raja atau 
pangeran Cirebon dan nama asli Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta”.24 
Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut karena 
maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC sendiri. Hingga 
akhirmya VOC benar-benar bubar dan kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh 
Koninkrij Holland (Pemerintah Kerajaan Belanda) dan Nusantara disebut Hindia 
Belanda.25 Lodewijk Napoleon selaku raja di Belanda mengutus Herman Willem 
Deandels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tanggal 18 
Januari 1807.  
Deandels menerapkan sistem sentralistik dalam pemerintahannya, yaitu 
memerintah rakyat secara langsung tanpa perantara bupati atau sultan. Deandels 
menurunkan kedudukan bupati dan sultan yaitu sebagai pegawai tinggi 
pemerintah kolonial dan mendapatkan gaji, dengan artian bahwa Deandels 
mensejajarkan kedudukan bupati dengan sultan. Status sultan tidak berlaku lagi 
karena penguasa Cirebon adalah Deandels. 
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Tanggal 2 Februari 1809, berdasarkan Reglement op het Beheer van 
Cheribonsche Landen (Peraturan tentang penguasaan atau pemerintah daerah 
Cirebon), wilayah pemerintahan Cirebon ditetapkan sebagai prefekture atau 
identik dengan keresidenan.26 Adanya keputusan ini, sultan-sultan Cirebon secara 
politis menjadi pegawai pemerintahan Kolonial Belanda dan tidak lagi memiliki 
kekuasaan politik untuk mempimpin Cirebon. Kepala pemerintahan diganti oleh 
Bupati yang diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal. 
B. Pengaruh dalam Bidang Ekonomi 
Keadaan ekonomi Cirebon pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati 
hingga Panembahan Ratu II mengalami kemajuan yang signifikan. Khususnya 
pada masa Sunan Gunung Jati, ketika memperluas Pelabuhan Muara Jati 
perdagangan di Cirebon tidak hanya sebatas antar penduduk lokal melainkan 
perdagangan internasional, terutama adalah Tiongkok. Kemajuan ekonomi 
Cirebon dilatarbelakangi oleh terpenuhinya sarana perdagangan yaitu Pelabuhan 
Muara Jati dan transportasi yang memadai.27 Transportasi yang dimaksud adalah 
perahu-perahu kecil yang berlayar dari sungai daerah pedalaman menuju 
pelabuhan. 
Sepeninggalan Sunan Gunung Jati merupakan awal menyurutnya 
perekonomian Cirebon terlebih lagi dengan lepasnya Banten dari wilayah 
kekuasaan Cirebon. Lepasnya Kesultanan Banten membawa dampak yang 
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merugikan bagi Cirebon, karena Banten mempunyai pelabuhan yang besar dan 
cukup ramai dalam jaur perdagangan lokal ataupun internasional. Sebagai jalur 
perdagangan yang cukup stategis, Banten menjadi wilayah maju dan mempunyai 
perekonomian yang berkembang pesat. Selain itu, Banten juga dijadikan sebagai 
basis pertahanan bagian barat bagi Kesultanan Cirebon sehingga dengan lepasnya 
Banten, angkatan pertahanan Cirebon sedikit melemah. 
Ketika Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua kesultanan dan VOC mulai 
mengusai Cirebon, pada saat itulah perekonomian Cirebon dimonopoli oleh VOC.  
Hubungan antara Cirebon dengan VOC pada awalnya hanya sebatas hubungan 
dagang. Sejak VOC berdiri tahun 1602, kemudian mendirikan kantor dagang yang 
berfungsi sebagai benteng di Banten serta pada tahun 1601 mendirikan di 
Jayakarta, tahun 1613 di Jepara, VOC juga sering datang ke Pelabuhan Cirebon 
untuk bongkar muat barang.28 Pihak VOC kadangkala meminta bantuan raja 
Cirebon apabila mendapat kendala dalam perdagangan di laut.  
Perjanjian persahabatan antara sultan-sultan Cirebon dengan VOC tidak 
hanya mempengaruhi kehidupan politik Cirebon akan tetapi pada bidang 
ekonomipun Cirebon mengalami perubahan. Isi perjanjian 7 Januari 1681 yang 
dapat mempengaruhi perekonomian Cirebon, antara lain: 
1. Barang-barang dagangan milik Kompeni yang masuk ke Cirebon bebas dari 
cukai 
2. Kompeni memiliki hak monopoli pembelian beras, lada, kayu, gula, kapas, dan 
lain-lain, serta bebas dari pajak impor-ekspor 
                                                             





3. Pedagang pribumi harus mendapat izin dari VOC dan jumlahnya dibatasi.29 
Isi perjanjian 7 Januari 1681 ini sangat mempengaruhi perjalanan Cirebon 
sebagai kota dagang. Kompeni akhirnya mendapatkan hak monopoli impor 
pakaian, kapas dan opium serta monopoli ekspor berupa lada, gula, kayu, beras 
dan produk yang dikendaki VOC.30 Dengan adanya pejanjian inilah VOC bebas 
dari bea impor yang sebelumnya dikenakan 2% dari nilai barang. VOC dengan 
kuasanya melakukan transaksi ekspor dan impor barang tanpa seizin dari sultan 
Cirebon. 
VOC memonopoli perdangangan baik ekspor maupun impor barang serta 
pelayaran bagi rakyat pribumi sangat dibatasi dan memberlakukan surat ijin dalam 
pelayaran sedangkan bagi VOC tidak berlaku surat izin serta bebas dari segala 
biaya.31 Pihak VOC berusaha untuk mengusai semua komoditi perdagangan 
sehingga menyebabkan kemunduran bagi golongan dagang pribumi dan 
melumpuhkan aktivitas perdagangan pribumi. Beras, kapas, nila, lada, kayu, gula, 
kacang-kacangan dan sebagainya yang dihasilkan oleh rakyat dibeli oleh VOC 
dengan harga yang sangat rendah. Misalnya saja dengan harga padi yang hanya 
dihargai 25 ringgit per 4.500 kg.32 Harga tersebut jauh dari harga pasaran sebelum 
Cirebon dikuasai oleh VOC. 
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30 Singgih Tri Sulistiyono, “Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut 
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Kesengsaraan rakyat juga dipicu karena adanya sistem kerja rodi sehingga 
rakyat tidak mempunyai lahan dan kurangnya waktu untuk bercocok padi dan 
palawija.33 Waktu dan lahan milik rakyat sebagian besar dihabiskan untuk 
menanam kopi dan nila yang memang dikehendaki VOC. Desa-desa di Cirebon 
hampir secara keseluruhan disewakan kepada orang-orang Cina, yang memungut 
pajak, menjual candu dan menguasai tenaga kerja.34 Hal ini memicu adanya 
kemiskinan dan pemerasan lewat pajak, karena rakyat diharuskan membayar 
pajak yang sangat besar. Berbeda sekali ketika Cirebon pada masa pemerintahan 
Sunan Gunung Jati, yang memberlakukan pajak sesuai kemampuan dan 
keikhlasan rakyat. 
Pada awalnya kegiatan perdagangan dan segala aktivitas lainnya berpusat 
di lingkungan keraton, akan tetapi pada saat VOC berkuasa di Cirebon pusat 
bisnis berpindah di sekitar Pelabuhan Cirebon.35 Hal ini mengakibatkan keraton 
semakin terpisah jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan. Dalam perkembangan 
selanjutnya, VOC merambah semakin luas dengan berhubungan langsung ke 
masyarakat pedalaman atau pedesaan yang pada awalnya hubungan ini 
diperantarai oleh keraton-keraton Cirebon. VOC benar-benar merampas kekuatan 
ekonomis agraris yang dimiliki oleh keraton dari masyarakat pedesaan. 
Pemerintahan sultan-sultan Cirebon sejak jaman VOC menjadi sumber 
kesengsaraan dan kekacauan, karena terlalu banyak kaum bangsawan yang tidak 
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bekerja dan hanya mengandalkan hasil keringat dari rakyat yang menyebabkan 
timbulnya kegelisahan dan gangguan keamanan.36 Situasi dan kondisi Cirebon 
semakin terpuruk karena setiap perjalanan-perjalanan ke desa, pengikut sultan dan 
keluarganya selalu menghabiskan hasil desa yang membuat beban berat kaum 
tani. Bahkan hasil tani berupa kopi dan bahan lainnya yang didapat dari rakyat 
dijual oleh sultan dan uang pembayaran juga untuk sultan.37 Kondisi seperti inilah 
yang menimbulkan keresahan dan kesengsaraan rakyat Cirebon atas perilaku 
petinggi-petinggi keraton. 
Situasi dan kondisi di lingkungan wilayah Cirebon yang semakin tidak 
terkontrol dan tidak kondusif membuat bencana tersendiri bagi rakyat Cirebon. 
Pada tahun 1719, 1721, 1729, 1756, 1757,1773, 1775, 1776, 1792 dan 1812 
rakyat Cirebon dilanda bencana wabah penyakit dan kelaparan.38 Wabah ini 
mengakibatkan aktivitas perdagangan di Cirebon terpuruk karena eksploitasi oleh 
VOC dan bencana alam. Cirebon menjadi wilayah yang tidak steril sehingga 
angka kematian menjadi sangat tinggi yaitu hampir 50 orang meninggal setiap 
harinya. 
Pada periode ini Cirebon mengalami pergeseran orientasi dalam kehidupan 
politik maupun ekonomi. Keraton-keraton Cirebon semakin tenggelam dengan 
urusan-urusan politik daerah pedalaman, sedangkan dibidang perdagangan VOC 
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mulai menancapkan dominasinya atas perdagangan di kota Pelabuhan Cirebon.39 
Kehidupan Keraton Cirebon pada akhirya semakin jauh dari kehidupan kelautan, 
semua aktivitas perdagangan yang didominasi oleh VOC perpusat di Benteng 
VOC yang ada di Pelabuhan Cirebon. 
Sultan-sultan Cirebon tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah VOC 
mengambilalih kekuasaan sultan. Hal ini dikarenakan sultan sudah terlanjur 
melakukan perjanjian persahabatan dengan VOC. Dengan alih-alih terciptanya 
persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan, sultan-sultan Cirebon 
akhirnya terperangkap dalam permainan VOC yang ternyata merugikan pihak 
Cirebon. Seperti peribahasa bahwa nasi telah menjadi bubur, sultan-sultan 
Cirebon pada akhirnya tidak bisa merubah keputusan mereka untuk tidak lagi 
meminta bantuan terhadap VOC karena sudah terikat dengan perjanjian 
persahabatan yang pertama pada tahun 1681. 
                                                             





PENGARUH PECAHNYA KESULTANAN CIREBON TERHADAP 
KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA 
 
Pecahnya Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 memudahkan VOC untuk 
mempengaruhi sultan dan menguasai wilayah Cirebon. Seperti yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, bagaimana VOC mencampuri urusan Kesultanan 
Cirebon sehingga sultan-sultan Cirebon dengan mudah diperdaya oleh VOC. 
Pecahnya Kesultanan Cirebon ternyata memberikan dampak besar bagi eksistensi 
sultan serta mempengaruhi semua aktivitas masyarakat Cirebon. 
VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Cirebon dan menguasai 
wilayah Cirebon baik yang di pesisir pelabuhan maupun di pedalaman desa. 
Ketika dalam pengaruh kekuasaan VOC, Cirebon banyak mengalami perubahan 
baik yang mengarah ke positif maupun negatif. Pada pembahasan sebelumnya 
telah dijelaskan bagaimana kondisi politik dan ekonomi Cirebon ketika dalam 
kekuasaan VOC. Selain perubahan kondisi politik dan ekonomi, kekuasaan VOC 
berpengaruh juga terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Cirebon. 
Perubahan sosial dan budaya Cirebon baik yang positif maupun negatif 
memang kajian yang cukup menarik. Masyarakat Cirebon yang mayoritas 
penduduknya memeluk agama Islam dan mempunyai budaya keraton yang kental, 
sedikit banyak mengalami perubahan ketika VOC benar-benar menguasai wilayah 
Cirebon. Tidak hanya di lingkungan keluarga keraton akan tetapi penduduk pesisir 




A. Pengaruh dalam Bidang Sosial 
Pecahnya Kesultanan Cirebon berpengaruh dalam bidang sosial yaitu 
adanya perubahan status sosial masyarakat Cirebon dan konflik sosial yang ada di 
dalam keluarga keraton. Selain itu bisa juga dilihat dari perilaku sosial masyarakat 
Cirebon yang mayoritas muslim, banyak menyimpang dari norma-norma agama 
Islam. Perubahan sosial pada masyarakat Cirebon tentunya terjadi akibat adanya 
pemerintah VOC yang ikut campur pada pemerintahan sultan-sultan Cirebon 
sehingga kebijakan VOC sangat memepengaruhi kondisi sosial masyarakat itu 
sendiri. 
Stratifikasi atau status sosial masyarakat Cirebon terdiri dari tiga golongan. 
Pertama adalah golongan bangsawan tingkat atas, terdiri atas raja atau sultan 
beserta keluarga dan pejabat tinggi kerajaan. Kedua adalah golongan bangsawan 
tingkat menengah, terdiri atas pegawai kerajaan tingkat menengah seperti para 
ksatria, demang, tokoh agama, saudagar, dan bangsawan yang tingkat statusnya 
menengah.1 Ketiga adalah golongan rakyat biasa yang berasal dari keluarga 
petani, nelayan dan pedagang kecil. 
Golongan bangsawan tingkat atas sudah jelas adalah mereka yang berasal 
dari keluarga keraton dan pejabat tinggi keraton. Golongan ini tinggal di dalam 
komplek keraton. Golongan kedua menempati pemukiman khusus, mereka 
tidaklah tinggal di dalam komplek keraton melainkan tinggal di pemukiman 
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khusus yaitu di Ksatrian dan Kademangan.2 Golongan ketiga adalah mereka 
rakyat kecil yang mendiami wilayah cirebon baik di pesisir pelabuhan maupun di 
pedesaan. Mereka adalah rakyat biasa yang menetap dan bekerja di Cirebon. 
Ketika VOC berhasil menguasai wilayah Cirebon, pejabat VOC dari 
Belanda menempati golongan pertama sejajar dengan sultan dan keluarganya. 
Pejabat VOC seakan merasa lebih tinggi status sosialnya dibandingkan sultan dan 
keluarganya. Hal ini dikarenakan VOC yang sudah menguasai Cirebon membuat 
status sultan-sultan Cirebon menjadi melemah. Hak istimewa sultan seolah-olah 
hilang karena VOC ikut campur dalam urusan pemerintahan di kesultanan.3 Hak 
istimewa sultan adalah kedudukan sultan Cirebon yang menjadi penguasa tunggal 
dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Ketika kedudukannya tergeser oleh VOC, 
saat inilah sultan kehilangan kekuasaannya Cirebon. 
Kelas-kelas sosial dalam dunia pekerjaan sangat terasa sekali di Cirebon, 
yaitu terbentuknya kelas kuli biasa, pekerja berpengalaman dan mandor.4 Gaji 
yang mereka dapatkan tergantung dari setiap perusahanan dimana mereka bekerja 
dan juga besarnya tergantung pada kelas-kelas tersebut. Akan tetapi keistimewaan 
tidak berpihak pada masyarakat pribumi karena meskipun sesama kuli biasa 
gajinya akan lebih rendah dari kuli biasa yang berasal dari orang Cina, begitupun 
dengan pekerja berpengalaman maupun mandor. Gaji yang orang pribumi 
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dapatkan akan lebih rendah dari orang Cina meskipun mereka berasal dari kelas 
yang sama. 
Diskriminasi terhadap rakyat pribumi membuat status mereka menjadi 
sangat rendah. Selain itu, kemiskinan dan pemerasan lewat pajak dan cara lain 
yang membuat rakyat sengsara, menimbulkan suatu kejahatan sosial ialah 
perbudakan manusia atau menjual diri dan keluarga kedalam perbudakan.5 Terjadi 
penjualan diri secara besar-besaran, karena kemiskinan menuntut mereka untuk 
mendapatkan uang dengan cara apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Fenomena penjualan diri untuk menjadi budak menggelisahkan orang 
Belanda, dan walaupun tidak sama sekali menutup mata terhadap kesalahan diri 
sendiri, namun para sultan dan pangeran dipersalahkan atas penderitaan penduduk 
ini. 
Tidak hanya perbudakan dan penjualan diri saja yang marak di Cirebon. 
Dengan adanya pabrik arak di Cirebon yang dikelola oleh orang Cina memicu 
adanya perilaku menyimpang dari ajaran agama Islam. Masyarakat Cirebon 
mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, kebiasaan ini terutama diserap oleh 
pegawai dan buruh pelabuhan.6 Hal ini dikarenakan orang-orang pelabuhan 
terbiasa dan terbuka dengan para pendatang sehingga buruh pelabuhan dengan 
mudah beradaptasi dengan para pendatang, salah satunya adalah orang-orang Cina 
yang memang cukup banyak singgah di Cirebon.  
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Perilaku menyimpang lainnya adalah perjudian baik di kawasan pelabuhan 
maupun pedalaman. Perjudian dan kebiasan minum-minuman keras memang 
sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum VOC menguasai Cirebon, akan tetapi ketika 
Cirebon dijadikan pusat penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati, 
kebiasaan ini sudah berkurang drastis. Maraknya perilaku menyimpang dari ajaran 
agama Islam ini mulai berkembang lagi ketika para pejabat VOC masuk ke 
Cirebon dan berhasil mengusai wilayah Cirebon. Mereka membawa kebiasaan ini 
dari negara asalnya dan menerapakannya di Cirebon. Kebiasaan judi dan mabuk-
mabukan mengakibatkan angka kriminalitas di Cirebon cukup tinggi. 
B. Pengaruh dalam Bidang Budaya 
Cirebon yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai 
keraton bercorak Islam pula, ternyata mengalami perubahan budaya ketika VOC 
masuk dan berhasil mengusai. Budaya adalah cipta, karsa dan rasa oleh manusia.7 
Budaya tercipta karena adanya aktivitas manusia sehingga menciptakan 
kebudayaan yang khas disetiap wilayahnya. Dalam menganalisis perubahan 
budaya masyarakat Cirebon, peneliti akan menghubungkan dengan beberapa 
unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Kebudayaan mempunyai tujuh 
unsur yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi politik, sistem peralatan hidup 
dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.8 
Misalnya saja dalam segi sistem mata pencaharian, masyarakat Cirebon 
yang pada awalnya mayoritas adalah para nelayan karena memang Pelabuhan 
                                                             
7 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, tt.), hlm. 
181. 
 





Cirebon merupakan pelabuhan yang cukup besar dan ramai. Kegiatan utama 
masyarakat adalah penangkap udang untuk dijadikan terasi dan petis, ikan dan 
membuat garam.9 Ketika VOC berkuasa di Cirebon, sebagian masyarakat Cirebon 
beralih menjadi petani karena VOC menerapkan tanam paksa agar masyarakat 
bisa menanam hasil pertanian yang VOC inginkan untuk dijual di pasar. 
Perubahan mata pencaharian masyarakat Cirebon terbilang dipaksakan karena 
untuk memenuhi pasar internasional, VOC lebih menekankan pada perdagangan 
rempah-rempah dibandingkan dengan hasil laut. 
Organisasi politik di Cirebon pun mengalami perubahan. Sebelum Cirebon 
terbagi menjadi beberapa kesultanan, struktur pemerintahan terdiri dari raja 
sebagai penguasa tertinggi dan dibantu oleh para ulama dan petinggi kerajaan 
yang mempunyai tugas pokok dalam menjalankan sistem pemerintahan. Petinggi 
kerajaan biasanya adalah keluarga dari sultan dan masih mempunyai garis 
keturunan dari keluarga sultan. Struktur pemerintahan mulai mengalami 
perubahan ketika VOC berhasil menguasai Cirebon. Posisi raja atau sultan berada 
di titik lemah karena VOC membentuk mantri untuk mengawasi segala aktivitas 
di dalam keraton.  
Kedudukan sultan disejajarkan dengan pejabat VOC dan secara 
prakteknya pejabat VOC lah yang lebih tinggi jabatannya. Segala keputusan 
sultan harus seizin dari VOC dan segala keinginan dan peraturan VOC harus 
ditaati oleh sultan dan semua msayarakat Cirebon. Melalui keberadaan mantri dari 
masing-masing sultan, VOC dengan mudah mengontrol dan mengawasi sultan 
                                                             





karena para mantri diangkat oleh VOC untuk membantu sultan sekaligus 
mengawasi sultan agar para sultan tidak membuat perintah dengan kehendak 
sendiri. 
Dalam segi sistem peralatan hidup dan teknologi sudah tentu mengalami 
perubahan. Cirebon yang terkenal sebagai kota yang jorok sehingga melahirkan 
wabah penyakit, sejalan dengan kepentingan VOC maka dibuat saluran air, 
penghilang genangan air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan kotoran, 
dan pembuatan kakus dan pemandian umum.10 Pada awalnya penyediaan air 
bersih di Cirebon diperuntukan bagi kapal-kapal dagang yang datang ke Cirebon. 
Upaya penyediaan air bersih ternyata baru terealisasi pada tahun 1809-1815 
dengan dibuatnya saluran terbuka dari Sungai Cipager menuju sisi barat kota 
Cirebon dan ditampung di bendungan di daerah Pasar Balong dan dialirkan ke 
pelabuhan. Selain itu, sejak VOC menempatkan wakil-wakilnya di Cirebon, ada 
perubahan material yang digunakan dalam membangun rumah. Pada awalnya 
rumah-rumah di Cirebon terbuat dari bambu kemudian bergeser menggunakan 
batu (tembok) dan kayu.11 
Dalam bidang religi, kegiatan dakwah agama Islam mengalami penurunan 
karena VOC melakukan pengawasan terhadap para pemuka agama di Cirebon. 
Kompeni membuat peraturan untuk mewajibkan penguasa pribumi untuk 
mengawasi kegiatan keagamaan, terutama yang dilakukan oleh para kiyai atau 
                                                             
10 Singgih Tri Sulistiyono, op.cit., hlm. 139. 
 




pemuka agama.12 Peraturan VOC ini membuat segala aktivitas keagamaan di 
Cirebon tidak berjalan dengan baik. Para kiyai mendapat tekanan dari pejabat-
pejabat VOC  sehingga mereka sedikit terkendala dalam melakukan dakwahnya. 
Bisa dikatakan bahwa pada saat Cirebon mulai dikuasi oleh VOC, para kiyai 
mulai merasa kesulitan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah 
pedalaman. 
Kesenian Cirebon juga mengalami perubahan misalnya saja dengan hasil 
kebudayaan Cirebon yang terkenal yaitu batik. Motif megamendung13 merupakan 
motif khas Cirebon dengan corak berbentuk awan dan degradasi warna yang 
sangat menarik. Sejak VOC mengusai Cirebon, perkembangan motif batik 
semakin beragam. Masyarakat Cirebon tidak hanya membuat batik dengan motif 
megamendung dan batik motif Cina saja, melainkan mulai merambah pada motif 
kompeni.14 Motif kompeni15 menggambarkan kehidupan masyarakat Cirebon 
dibawah kekuasaan VOC. Adapun ciri motif kompeni adalah biasanya tentang 
kehidupan tentara kompeni jaman dulu dengan ciri khas membawa bedil atau 
senapan, ada juga tentang kehidupan petani dan pedagang. 
Pengaruh pecahnya Kesultanan Cirebon dalam bidang sosial dan budaya 
memang tidak begitu nampak. Apalagi dengan keterbatasan sumber yang didapat 
oleh peneliti, sehingga pengaruh dalam bidang sosial dan budaya tidak dapat 
dijelaskan lebih rinci melainkan hanya sebatas gambaran umumnya saja. 
                                                             
12 Ibid., hlm. 125. 
 
13 Gambar batik motif megamendung bisa dilihat di lampiran halaman 108. 
 
14 Sobana Hardjasaputra dkk., loc.cit. 
 




Meskipun dengan masuknya kekuasaan VOC di Cirebon telah membuat 
hilangnya kekuasaan sultan akan politik dan ekonomi di Cirebon. Akan tetapi 
dalam bidang budaya khususnya untuk acara peringatan hari-hari besar 
keagamaan seperti idul fitri, mauludan dan acara seni budaya seperti panjang 








Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari daerah kekuasaan Kerajaan 
Pajajaran. Perubahan status Cirebon dimulai ketika Syarif Hidayatullah atau yang 
dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat 
dan menjadi pemimpin di Cirebon. Sunan Gunung Jati sebagai seorang pemuka 
agama Islam dengan tegas memutuskan hubungan dengan Kerajaan Pajajaran 
yang masih menganut agama Hindu. Pada 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482, 
Cirebon pada akhirnya menjadi Kerajaan Islam yang berdaulat penuh karena 
Sunan Gunung Jati menghentikan pemberian upeti kepada Kerajaan Pajajaran. 
Langkah ini merupakan awal dari perjalanan panjang Cirebon sebagai Kerajaan 
Islam yang berdaulat. 
Keberadaan Keraton Pakungwati yang dibangun oleh Pangeran 
Cakrabuana semasa masih berada dibawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, 
dijadikan pusat pemerintahan oleh Sunan Gunung Jati. Aktivitas politik dan 
keagamaan berpusat di Keraton Pakungwati. Sunan Gunung Jati menjadikan 
Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sebagai seorang 
Wali, Sunan Gunung Jati melakukan dakwah keberbagai wilayah di sekitar 
Cirebon. Masyarakat dengan mudah menerima ajaran agama Islam sehingga 
dengan waktu singkat persebaran agama Islam semakin luas. Dalam menyebarkan 





Cirebon memiliki pelabuhan yang letaknya sangat strategis untuk 
perdagangan internasional. Maka tidak heran jika Pelabuhan Cirebon selalu ramai 
karena banyak pedagang yang singgah untuk membeli perbekalan selama 
perjalanan. Tidak sedikit juga dari mereka yang sengaja berkunjung ke Cirebon 
untuk belajar agama Islam dan memilih untuk menetap di daerah Cirebon. Hingga 
akhirnya penyebaran agama Islam tidak hanya terjadi di sekitar lokasi pelabuhan 
saja melainkan sampai ke daerah pedalaman Cirebon. 
Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, bisa dikatakan bahwa 
Cirebon berada di puncak kejayaan. Selain menjadikan Cirebon sebagai pusat 
penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati juga berhasil membenahi kondisi 
Cirebon baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Berbagai fasilitas umum 
dibangun di sekitar keraton dan pelabuhan. Hal ini untuk menunjang aktivitas 
perdagangan dan masyarakat yang semakin antusias belajar agama Islam. Sunan 
Gunung Jati membangun sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas 
masyarakat, salah satunya adalah pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa yang 
berlokasi di kiri Keraton Pakungwati. 
Untuk memperkuat pertahanan Cirebon, Sunan Gunung Jati membangun 
daerah protektorat Kesultanan Banten dengan mengangkat putranya, Pangeran 
Sabakingkin atau Sultan Hasanudin sebagai pemimpin Banten. Akan tetapi pasca 
meninggalnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, Kesultanan Banten 
melepaskan diri dan menjadi kesultanan yang berdaulat. Selain itu, sultan Banten 




Para penerus Sunan Gunung Jati baik Fatahillah, Panembahan Ratu I 
hingga Panembahan Ratu II tidak bisa mempertahankan eksistensi Cirebon 
sebagai Kerajaan Islam yang besar dan berpengaruh di Jawa Barat. Cirebon mulai 
di perebutkan oleh tiga kekuatan besar yaitu Kesultanan Mataram, Kesultanan 
Banten dan VOC. Keberadaan Pelabuhan Cirebon yang cukup ramai dan strategis 
bagi jalur perdagangan serta wilayah Cirebon yang memiliki daerah dataran tinggi 
yang subur, menjadi faktor utama bagi pihak lain untuk dapat menguasai Cirebon. 
Pasca meninggalnya Panembahan Ratu II, pada tahun 1677 Cirebon 
terpecah menjadi dua kesultanan yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. 
Pembagian ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa selaku penguasa 
Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa juga memberikan gelar kepada ketiga 
putra Panembahan Ratu II, Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan 
Muhammad Syamsudin sebagai Sultan Kasepuhan. Pangeran Kartawijaya 
mendapat gelar Sultan Muhammad Badrudin sebagai Sultan Kanoman serta 
Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon. Pangeran Wangsakerta 
hanya mendapatkan gelar Panembahan yang artinya dia tidak membangun sebuah 
kesultanan seperti kedua saudaranya. 
Terbaginya Cirebon menjadi dua kesultanan pada tahun 1677 membuat 
posisi Cirebon menjadi lemah karena sudah tidak menjadi satu kesatuan penuh. 
Kondisi ini menimbulkan konflik saudara yaitu para sultan yang saling 
merebutkan kedudukan dan daerah kekuasaan. Konflik yang berkelanjutan 




Cirebon. Dengan dalih untuk menyelesaikan konflik antar sultan, VOC 
menawarkan bantuan untuk menjadi penengah dengan melakukan perjanjian. 
 Perjanjian persahabatan pertama yang dilakukan oleh sultan dengan VOC 
adalah pada tanggal 7 Januari 1681 yang dilaksanakan di Keraton Kasepuhan. 
Pada isi perjanjian ini ditegaskan bahwa Cirebon resmi menjadi daerah protektorat 
VOC sehingga sultan tidak lagi mendapatkan hak penuh dalam memimpin 
Cirebon. Perjanjian persahabatan ini tidak hanya terjadi satu kali saja, perjanjian 
dilanjutkan pada tanggal 4 Desember 1685, 5 Desember 1688, 4 Agustus 1699, 17 
Januari 1708 dan 18 Januari 1752. Semua perjanjian hanya menguntungkan pihak 
VOC dan sangat merugikan sultan-sultan Cirebon. 
Perjanjian yang telah disepakati oleh pihak sultan membuat VOC semakin 
kuat berpengaruh di Cirebon hingga akhirnya secara utuh bisa menguasai wilayah 
Cirebon. Dengan adanya kekuasaan VOC di Cirebon, masyarakat Cirebon 
mengalami perubahan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. 
Dalam bidang politik salah satunya adalah hilangnya kekuasaan sultan sebagai 
seorang pemimpin. Pemerintahan masih dijalankan oleh sultan akan tetapi VOC 
lah yang mengatur dan memberi keputusan. Pada perkembangan selanjutnya, 
gelar sultan hanya sebatas simbol untuk kepentingan surat menyurat dan naskah 
dari VOC, diluar itu sultan hanya disebut pangeran dan nama aslinya. 
Melalui perjanjian persahabatan, VOC juga dengan mudah menguasai 
perekonomian Cirebon. VOC mendapatkan hak monopoli impor dan ekspor 
antara lain pakaian, kapas, opium, lada, gula, kayu, beras dan produk lainnya yang 




melakukan tanam paksa untuk komoditi yang dikehendaki oleh VOC. VOC juga 
terbebas dari bea impor sebesar 2% dari nilai barang yang seharusnya bea ini 
menjadi pendapatan bagi pihak kesultanan. 
Dalam bidang sosial, terjadi perubahan status sosial para sultan. Pejabat 
VOC menempati posisi teratas dan sejajar dengan sultan dan keluarganya. Akan 
tetapi dalam prakteknya pejabat VOC ternyata merasa lebih tinggi status sosialnya 
dibandingkan para sultan. Selain itu terjadi diskriminasi terhadap masyarakat 
Cirebon dengan dibaginya kelas sosial dalam urusan pekerjaan. Terdapat kuli 
biasa, pekerja berpengalaman dan mandor. Diskriminasi terjadi pada upah orang 
pribumi dengan orang Cina berbeda meskipun mereka berada pada kelas yang 
sama.  
Adanya sistem kerja rodi dan pemungutan pajak yang terlalu tinggi oleh 
VOC membuat kesengsaraan bagi rakyat sehingga menimbulkan kejahatan sosial 
berupa perbudakan manusia dan penjualan diri. Selain itu maraknya perjudian dan 
mabuk-mabukan di kalangan masyarakat Cirebon menambah daftar perubahan 
negatif masyarakat Cirebon dalam bidang sosial. Masyarakat Cirebon yang 
mayoritas beragama Islam kini malah menyimpang dari ajaran dan norma-norma 
yang berlaku. 
Dalam bidang budaya terjadi perubahan dalam sistem mata pencaharian, 
organisasi politik, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan 
kesenian. Perubahan sistem mata pencaharian yang semula penduduk mayoritas 
sebagai nelayan berubah menjadi petani. Dalam organisasi politik, sultan tidak 




mantri dan disetujui oleh VOC. Dalam segi sistem peralatan hidup dan teknologi 
masyarakat dikenalkan dengan pembuatan saluran air dan tempat pembuangan 
sampah dan kotoran sehingga tidak jorok lagi sepeti dulu. VOC membatasi 
kegiatan keagamaan sehingga penyebaran agama Islam oleh kiyai Cirebon 
terkendala. Akhirnya yang pada awalnya Cirebon selalu ramai oleh aktivitas 
penduduk yang ingin belajar agama Islam kini aktivitas tersebut mengalami 
kemunduran. Dalam bidang kesenian, muncul hasil kebudayaan baru berupa batik 
Cirebon dengan motif kompeni. 
Kejayaan Cirebon sebagai Kerajaan Islam yang telah dirintis oleh Sunan 
Gunung Jati pada akhirnya mengalami kemunduran akibat adanya konflik internal 
dalam keraton dan campur tangan pihak lain. Perebutan kedudukan dan wilayah 
kekuasaan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan di Cirebon. 
Eksistensi kesultanan perlahan semakin memudar hingga pada saat ini, 
keberadaan kesultanan tidak begitu terlihat kecuali bagi mereka yang tinggal di 
sekitar lokasi keraton. Peranan kesultanan hanya sebatas untuk upacara 
keagamaan dan budaya saja, sedangkan dalam masalah politik hampir tidak ada 
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Lampiran 1 Peta Wilayah Kerajaan Islam Cirebon pada Masa Pemerintahan Sunan Gunung Jati 1479-1568 
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Lampiran 2 Peta Wilayah Kesultanan Cirebon pada Masa Pemerintahan Panembahan Ratu I 
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Lampiran 3 Peta Wilayah Kesultanan Cirebon pada Masa Pemerintahan Panembahan Ratu II 
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(Sumber: Unang Sunardjo. (1983). Meninjau Sepintas Panggung Sejarah 








Gambar Keraton Kasepuhan 
 









Gambar Keraton Kanoman 
 









Gambar Keraton Kacirebonan 
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Lampiran 10 Isi Naskah Perjanjian Persahabatan Sultan-Sultan Cirebon dengan 
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(Sumber: Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD (1991). Sejarah 





Lampiran 11  Batik Cirebon Motif Megamendung 
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Batik Cirebon Motif Kompeni 
 
(Sumber: https://finunu.files.wordpress.com/2011/05/kompeni-perang.jpg) 
 
 
 
 
